PENGARUH PENERAPAN TAPPING BOX DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
(Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kabupaten Lamongan)

TUGAS AKHIR

\\\ ‘\l:, ,///

\\ //

Oleh :
ADINDA BERLIANA EKA APRILIA
NIM. 2201030205

PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN
2025



PENGARUH PENERAPAN TAPPING BOX DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN
(Studi Pada Wajib Pajak Restoran Kabupaten Lamongan)

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya Pada
Program Studi D3 Perpajakan

Oleh :
ADINDA BERLIANA EKA APRILIA
NIM. 2201030205

PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN
2025



LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : ADINDA BERLIANA EKA APRILIA
NIM 2201030205
JUDUL : PENGARUH PENERAPAN TAPPING BOX DAN SANKSI

PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAIJIB PAJAK
RESTORAN (STUDI PADA WAIJIB PAJAK RESTORAN

KABUPATEN LAMONGAN)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan di hadapan Dewan Penguji Karya

Tulis Ilmiah Akhir Pada Tanggal 27 Mei 2025

Pembimbing I, Pembimbing II,

/W]

Rita Nataliawati, SE., M.Ak Tri Winarsih, SE., M.Ak
NIDN. 0725120302 NIDN. 0730128303




LEMBAR PENGESAHAN

NAMA - ADINDA BERLIANA EKA APRILIA
NIM : 2201030205
JUDUL . PENGARUH PENERAPAN TAPPING BOXDAN SANKSI

PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAIJIB PAJAK
RESTORAN (STUDI PADA WAJIB PAJAK RESTORAN

KABUPATEN LAMONGAN)

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal
27 Mei 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:
Ketua . Dr. Mokhtar Sayyid, SE.,M.M. M.Si
Anggota : Rita Nataliawati, SE., M.Ak

Tri Winarsih, SE., M.Ak

Mengesahkan, Mengetahui,

Rifa Nataliawati, SE., M.AK
NIDN. 0725120302

P —

NIDN. 0708079401



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ¢ Adinda Berliana Eka Aprilia
NIM : 2201030205
Program Studi ;D3 Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul
PENGARUH PENERAPAN TAPPING BOX DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAIJIB PAJAK RESTORAN (STUDI PADA
WAIJIB PAJAK RESTORAN KABUPATEN LAMONGAN) adalah asli dan
benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan

mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan

(plagiarisme) dari karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam
pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan
gelar yang telah diperoleh karena karya tulis tugas akhir ini, serta sanksi-sanksi

lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis
Ahmad Dahlan Lamongan.

Lamongan, 27 Mei 2025
Yang Membuat Pemyataan

Adinda Berliana Eka Aprilia
NIM: 2201030205



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga
peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul PENGARUH
PENERAPAN TAPPING BOX DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN (Studi pada wajib pajak
restoran Kabupaten Lamongan). Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah
untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Ahli Madya pada
program studi D3 Perpajakan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan
Lamongan.

Selama melakukan penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini, peneliti banyak
mendapatkan bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada
kesempatan ini peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hj. Mu’ah, MM, M.Pd., selaku Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad
Dahlan Lamongan yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk belajar di
Program Studi d3 Perpajakan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan
Lamongan.

2. Maulidza Nur Fauzi, S.Kom., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

3. Rita Nataliawati, SE., M.Ak., selaku Ketua Program D3 Perpajakan Institut
Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

4. Rita Nataliawati, SE., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing | yang telah
menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan
peneliti dalam menyusun proposal KTI ini hingga selesai.

5. Tri Winarsih, SE., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing Il yang telah
membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah
ini hingga selesai.

6. Dr. Mokhtar Sayyid, SE., M.M., M.Si., selaku Dosen Penguji yang telah
menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan

peneliti dalam menyusun karya tulis ilmiah ini hingga selesai.



10.

11.

12.

Bapak Ibu Dosen Program Studi D3 Perpajakan yang telah mendidik dan
memberikan pengetahuan yang berguna selama studi dan memotivasi untuk
menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Segenap tenaga kependidikan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.

Para responden yang telah memberikan bantuan data dan informasi selama
penelitian di lapangan.

Kepada kedua orang tua saya Bapak Sukisno dan Ibu Yatin Khoiriyah yang
telah memberikan do’a, cinta, motivasi dan dukungan dari segi apapun terhadap
hidup saya.

Para teman-teman Angkatan 2022/2023 yang telah banyak membantu dalam
menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak
langsung dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini yang tidak dapat disebutkan
satu per-satu.

Semoga karya tulis ilmiah dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi

pihak-pihak yang membutuhkan.

Lamongan, 27 Mei 2025

Peneliti,

Adinda Berliana Eka Aprilia

Vi



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh
penerapan tapping box dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di
Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
metode deskriptif kausal. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode
sensus, dengan jumlah sampel sebanyak 73 wajib pajak restoran yang telah
menggunakan tapping box. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran
kuesioner dan data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan
software SPSS versi 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tapping box dan sanksi
pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran,
baik secara parsial maupun simultan. Penerapan tapping box mampu meningkatkan
transparansi pelaporan pajak, sedangkan sanksi pajak memberikan efek jera
terhadap pelanggaran perpajakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan
sistem pengawasan berbasis teknologi serta penegakan sanksi yang konsisten dapat
mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: Tapping Box, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Restoran,
Pajak Daerah.
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ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of tapping box
implementation and tax sanctions on restaurant taxpayers’ compliance in
Lamongan Regency. The research employs a quantitative approach with descriptive
and causal methods. The sampling technique used is a census, involving a total of
73 restaurant taxpayers who have installed tapping boxes. Data were collected
through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with the
assistance of SPSS version 26.

The results of the study indicate that both the implementation of the tapping
box and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance,
both partially and simultaneously. The tapping box helps increase the transparency
of tax reporting, while tax sanctions create a deterrent effect for non-compliant
taxpayers. These findings suggest that strengthening technology-based supervision
systems, along with consistent enforcement of tax sanctions, can effectively
enhance the compliance of restaurant taxpayers in fulfilling their tax obligations.

Keywords: Tapping Box, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Restaurant Tax,
Regional Tax.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, pajak merupakan sumber utama pendapatan
negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional dan
memberikan pelayanan kepada masyarakat (Reyvani, 2024). Pajak memiliki
peran penting dalam pembiayaan negara, terutama dalam memenuhi kebutuhan
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya (Ussa’diyah
et al., 2022). Berdasarkan undang-undang ketentuan umum Perpajakan (KUP)
Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Putri (2023) pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi
negara serta meningkatkan kesetaraan ekonomi dan pembangunan negara.
Mengingat pentingnya pajak bagi negara maka, sebagai wajib pajak, individu
atau perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban
perpajakan mereka, termasuk pembayaran pajak, penyampaian laporan pajak,
dan pemenuhan persyaratan perpajakan lainnya (Wijayani, 2019). Tidak hanya
kepada negara, kontribusi pajak juga berpengaruh pada pemerintah daerah,
yaitu pada penerimaan pajak daerah, dan sektor pajak restoran di Indonesia
salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan (Rahmadani, 2021).

Menurut Rahmadani (2021), menemukan bahwa “Pajak Restoran adalah

pajak yang dipungut atas fasilitas restoran, dan dipungut atas seluruh fasilitas,



pelayanan, serta konsumsi makanan dan minuman, mencakup rumah makan,
kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering”. Berdasarkan
data yang didapat di Bapenda Lamongan Realisasi dan target pajak restoran di
Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Lamongan
Tahun 2020 - 2023

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) %
2020 6.524.000.000 6.494.428,705 99.55
2021 6.740.000.000 5.432.940.199 80.61
2022 7.430.000.000 8.265.728.031 111.25
2023 9.885.000.000 9.569.023.252 96.80
Rata-Rata 7.644.750.000 5.818.546.478 105.40

Sumber: Bapenda Lamongan (2024)

Berdasarkan data di atas, bahwa realisasi pemungutan pajak restoran di
Kabupaten Lamongan dari tahun 2020-2023, menurut Iriawan (2024) bahwa
penerimaan pajak restoran di Kabupaten Lamongan mengalami fluktuasi. Pada
tahun 2020-2021 mengalami penurunan signifikan, hal ini disebabkan karena
pada tahun 2021 masih berada dalam periode pandemi, yang berdampak besar
pada sektor restoran. Pembatasan sosial seperti PPKM (Pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat) dan banyak restoran yang tutup dan beralih
ke skala lebih sehingga dapat mengurangi jumlah pajak. Pada tahun 2022,
penerimaan pajak restoran meningkat, hal ini disebabkan adanya pemulihan
ekonomi di tahun tersebut, seiring dengan berkurangnya pembatasan sosial,
meningkatkan aktivitas ekonomi. Setelah pembatasan dicabut masyarakat lebih
sering makan di luar dan hal tersebut meningkatkan transaksi restoran yang
berkontribusi pada pajak, jadi pemerintah daerah Lamongan memperbaiki

sistem pengawasan dan penegakan pajak restoran, sehingga penerimaan pajak



meningkat. Namun pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan yang diduga
adanya tantangan ekonomi global, seperti inflasi (kenaikan harga bahan baku)
yang mempengaruhi harga makanan di restoran dan perilaku konsumsi
masyarakat. Berikut jumlah data wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan
pada tahun 2020-2023 pada tabel 1.2:

Tabel 1.2
Data Jumlah Wajib Pajak Restoran Kabupaten Lamongan
Tahun 2020 -2023

Tahun Jumlah Wajib Pajak Restoran
2020 157
2021 141
2022 149
2023 168

Sumber: Bapenda Lamongan (2024)

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah daerah
Lamongan telah menerapkan sistem tapping box, sebuah perangkat elektronik
yang merekam transaksi secara real-time di tempat usaha wajib pajak restoran
dan pemberian sanksi kepada wajib pajak restoran. Penerapan teknologi ini
dilakukan di beberapa sektor pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hiburan,
dan pajak hotel. Berikut adalah data wajib pajak restoran di Lamongan yang
sudah menggunakan Tapping Box seperti pada tabel 1.3:

Tabel 1.3
Data Wajib Pajak Restoran Pengguna Tapping Box

No Nama Objek Pajak Alamat

1 Kober Mie Setan JI. KH. Ahmad Dahlan No. 63
2. Resto TKBR JI. Raya Paciran

3. Dapur Roti & Dapur Kopi JI. Sunan Drajat No.54

4. Warung Kaliotik JI. Jaksa Agung Suprapto No.27
5. LA Restaurant LSC JI. Kusuma Negara No.3

6. Warung Apung JI. Kusuma Bangsa N0.06

7. Nav Restoran Lamongan Plaza




No Nama Objek Pajak Alamat

8. Resto Kaliotik Sunan Drajat Sunan Drajat

0. KFC Plaza Lamongan Plaza

10. | PHD Lamongan JI. Lamongrejo No.84

11. | Chatime Plaza JI. Lamongan Plaza

12. | Ayam Geprek Sai Veteran JI. Veteran

13. | Geprek Sai Sunan Drajat JI. Sunan Drajat No 16

14. | Geprek Sai Karanglangit Karanglangit

15. | 1.B Cafe & Pool JI. Raya Sekargeneng

16. | One Point Cafe JI. Knemeng No. 30

17. | Rocket Chicken Babat JI. Raya Jombang - Babat

18. | Ayam Geprek Sai Mastrip JI. Mastrip

19. | RM Padang Simpang Ampek JI. Lamongrejo

20. | Ayam Geprek Sai Babat 2 JI. Raya Babat - Bojonegoro
21. | Ayam Geprek Sai Babat 1 JI. Raya Gotong royong no 67 D
22. | Rocket Chicken Lamongan 3 JI. Sunan Drajat sebelah nava green
23. | Rocket Chicken Lamongan 2 JI. Lamongrejo patung bandeng lele
24. | Rocket Chicken Lamongan 1 JI. Sunan Drajat

25. | Rocket Chicken Mastrip JI. Mastrip

26. | Depot 2R JI. Lamongrejo

27. | Warung Lombok Hijau JI. Panglima Sudirman No. 56
28. | RM Agilah JI. Raya Deket No.01

29. | Rocket Chicken Sugio JI. Raya Sugio- Lamongan

30. | Rocket Chivken Brondong JI. Daendels No 84

31. | Rocket Chicken Karanggeneng JI. Raya Ps Sngelebak

32. | Rocket Chicken Paciran 2 JI. Daendels Paciran

33. | Rocket Chicken Paciran 1 JI. Daendels No 388

34. | Belikopi Mastrip JI. Raya Mastrip

35. | Belikopi Babat JI. Raya Babat - Bojonegoro
36. | Belikopi Belimbing JI. Daendels Paciran

37. | Belikopi Sunan Drajat JI. Sunan Drajat

38. | Richeese Factory Lamongan Plaza

39. | Oh Ada Mie JI. Kombes Pol Moh. Duryat No.30
40. | Terakota N0.30, Jetis kec. Lamongan
41. | Boss Buncit JI. Sunan Giri No.03

42. | Kanjeng Mami Keuken JI. Sunan Giri No.A8

43. | Welijo Cafe JI. KH. Ahmad Dahlan No. 52
44. | Kayu Manis JI. Soekarno Hatta

45. | Mie Gacoan Lamongan JI. Panglima Sudirman

46. | Rocket Chicken Tikung JI. Raya Pule Kec. Tikung

47. | Rocket Chicken Sekaran JI. Raya Pangean

48. | Lik Kopi Pahlawan JI. Pahlawan

49. | Lik Kopi Made JI. Soekarno Hatta

50. | Berlian Cafe JI. Lamongrejo no 112




No Nama Objek Pajak Alamat

51. | Belikopi Banaran Babat JI. Raya Babat - Jombang

52. | Cafe Sepor JI. Raya Babat - Jombang

53. | Depot Mawoet JI. Jaksa Agung Suprapto

54. | Mixue Pangsud JI. Panglima Sudirman

55. | Mixue Mastrip JI. Mastrip

56. | Mixue Sundra JI. Sunan Drajat

57. | Aola Cafe JI. Paciran

58. | Resto Pingky JI. Pahlawan

59. | Rafa Cafe JI. Tegalrejo

60. | Ayam Geprek Sai Banaran Babat JI. Raya Jombang - Babat

61. | Ali Coffee And Eatery JI. Laras Liris N0.86

62. | Hotways Chicken JI. Lamongrejo No.105

63. | Ayam Bakar Josanti JI. Raya Mantup, Sanur, Jotosanur
64. | lkan Bakar Pantura JI. Raya Mantup Sanur Kel No.19,
65. | HiPals JI. Kombes Pol Moh. Duryat No.6
66. | Mixue Babat JI. Bojonegoro, Gedu, Banaran, Babat
67. | Mie Lik X Bening JI. Soekarno Hatta

68. | Muphus Seafood Sanur Sanur, Jotosanur

69. | Point Coffe Ahamad Dahlan Kauman, Sidoharjo

70. | Rumah Makan Cokro JI. HOS Cokroaminoto No. 28

71. | Onnea Bar & Lounge JI. Soewoko No.150

72. | Ayam Geprek Sai Karanggeneng Jalan Raya, Glogok, Sumberwudi
73. | Moromoyo Brondong JI. Raya Daendles, Brondong,

Sumber: Bapenda Lamongan (2024)

Menurut Mahibbat (2022), Tapping box adalah sebuah perangkat
elektronik yang dipasang pada sistem kasir atau Point of Sales (POS) di tempat
usaha seperti restoran untuk merekam setiap transaksi secara otomatis.
Penggunaan tapping box bertujuan untuk mengurangi kebocoran pajak akibat
laporan pendapatan yang tidak sesuai oleh pelaku usaha. Pada penelitian
Nurwenda (2023) mengemukakan bahwa dengan adanya perangkat ini, data
transaksi lebih akurat dan dapat dipantau langsung. Selain itu tapping box juga
membantu pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan Pendapatan
asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak restoran yang sering menjadi

salah satu penyumbang utama pendapatan asli daerah (PAD). Selama



penerapan teknologi ini, masih terdapat berbagai rintangan. Menurut Iriawan
(2024), kurangnya kesadaran dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam
pembayaran pajak, baik perorangan maupun pelaku usaha restoran yang
akhirnya menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Berdasarkan laporan dari Badan Pendapatan Daerah, beberapa restoran belum
sepenuhnya melaporkan transaksi dengan benar, meskipun tapping box telah
terpasang.

Faktor lainnya yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib
pajak adalah pelaksanaan atas sanksi. Menurut Ayem & Listiani (2019), sanksi
perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan
kata lain sanksi perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan untuk
mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah
ditetapkan. Sanksi ialah wujud dari pelanggaran atas hak suatu pihak atau tidak
dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan Undang-undang
maupun peraturan turunannya (Sri et al., 2022).

Menurut Prayoga (2021), penerapan tapping box dan sanksi pajak adalah
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Kepatuhan wajib pajak
adalah kondisi di mana wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajibannya
sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Iriawan (2024)
mengatakan bahwa “Tingkat kepatuhan wajib pajak di Lamongan terutama
pada wajib pajak restoran masih berada di bawah target, sebagian besar dari
mereka yang menggunakan tapping box melaporkan hasil pajaknya di bawah

nilai transaksi yang sesungguhnya”.



Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori (tax compliance theory)
kepatuhan pajak dan ada dua pendekatan utama dalam teori kepatuhan pajak
yaitu (deterrence theory) teori pencegahan dan (theory of planned behavior)
teori perilaku terencana (Puspita, 2019). Teori kepatuhan pajak digunakan
untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak
restoran di Lamongan (Hasanah, 2021). Pendekatan teori pencegahan relevan
dengan variabel sanksi pajak, karena teori ini menekankan bahwa
pemberlakuan sanksi yang tegas dan berat dapat mencegah pelanggaran pajak
serta meningkatkan kepatuhan. Ketika wajib pajak restoran menyadari adanya
sanksi yang serius, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban
pajaknya (Qhoirunnisa & Budiantara, 2023). Sementara itu, teori perilaku
terencana berkaitan dengan variabel penerapan tapping box, yang bertujuan
untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak.
Penerapan teknologi ini dapat memengaruhi sikap wajib pajak, norma subjektif
terkait dengan kepatuhan wajib pajak di lingkungan mereka, serta persepsi
mereka terhadap kontrol atas perilaku kepatuhan (Purwiyanti & Laksito, 2020).
Dengan demikian, kombinasi kedua teori dalam penelitian ini membantu
menjelaskan bagaimana penerapan tapping box dan sanksi pajak berkontribusi
terhadap peningkatan kepatuhan pajak restoran.

Penelitian ini memiliki beberapa faktor, yang pertama yaitu penerapan
tapping box. Dari hasil penelitian yang dilakukan Aslamiyah (2024),
menemukan bahwa penerapan tapping box meningkatkan kepatuhan wajib
pajak karena mengurangi potensi manipulasi transaksi dan meningkatkan

transparansi dalam pelaporan pajak. Hal ini bertolak belakang dengan



penelitian yang dilakukan oleh Maulida (2024), menyatakan meskipun tapping
box efektif dalam meningkatkan kepatuhan, efektivitasnya sangat bergantung
pada tingkat pemahaman wajib pajak dan pengawasan dari otoritas pajak.

Faktor yang kedua yaitu sanksi pajak, dalam penelitian yang dilakukan
oleh Yunia et al., (2021), menyatakan bahwa sanksi pajak yang tegas dapat
meningkatkan kepatuhan pajak karena menciptakan efek jera bagi wajib pajak
yang tidak patuh. Hal ini bertolak belakang dari hasil penelitian yang dilakukan
Akbar & Hardiansyah (2024), yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak
selalu efektif, terutama jika wajib pajak merasa bahwa pengawasan dari
pemerintah masih lemah dan penegakkan hukum tidak konsisten. Faktor yang
terakhir yaitu kepatuhan wajib pajak restoran, dalam penelitian Febtrina et al.,
(2022), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak restoran dipengaruhi oleh
pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan administrasi pajak. Semakin tinggi
pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak, semakin tinggi kepatuhan
wajib pajak restoran.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih rendahnya
kepatuhan wajib pajak restoran dalam melaporkan dan membayar pajaknya
secara akurat. Meskipun sudah diterapkannya regulasi dan teknologi
pendukung. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Tapping Box dan
Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi pada Wajib

Pajak Restoran Kabupaten Lamongan)”.



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok

permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan tapping box berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan?

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak restoran di Kabupaten Lamongan?

3. Apakah penerapan tapping box dan sanksi pajak secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di

Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan rumusan masalah di

atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh penerapan tapping box terhadap kepatuhan wajib
pajak restoran di Kabupaten Lamongan.

2. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
restoran di Kabupaten Lamongan.

3. Untuk menguji pengaruh penerapan tapping box dan sanksi pajak secara

simultan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan.

1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Praktis
a. Bagi Kampus

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan kontribusi ilmiah dalam
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bidang perpajakan, khususnya dengan penerapan teknologi tapping box
dan kebijakan sanksi pajak. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi
bagi pengembangan kurikulum dan materi perkuliahan yang relevan
dengan perpajakan daerah dan manajemen pajak.

b. Bagi Instansi
Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi Badan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan untuk
mengevaluasi kebijakan terkait penerapan tapping box dan sanksi pajak,
serta meningkatkan upaya peningkatan kepatuhan pajak restoran.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta
pengalaman peneliti baik secara teori maupun praktiknya mengenai
kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan dan diharapkan
dapat memberikan tambahan pengetahuan khususnya di bidang
perpajakan.

b. Bagi peneliti yang akan datang
Hasil penelitian ini dapat dijadikan dan digunakan sebagai referensi dan
bahan perbandingan yang relevan untuk penelitian selanjutnya serta
dapat menambah pengetahuan dan terapan kepustakaan serta dapat
memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai penerapan

tapping box, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis
2.1.1 Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory)

Menurut Harfiani et al., (2023), mengartikan bahwa kepatuhan pajak
adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan alasan
mengapa wajib pajak mematuhi atau menghindari  kewajiban
perpajakannya. Teori ini sangat penting untuk memahami faktor-faktor
yang memengaruhi kepatuhan pajak serta menemukan cara yang efektif
untuk meningkatkannya, serta membantu dalam menciptakan sistem
perpajakan yang adil, transparan, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Flora et al., (2024),
ada dua pendekatan utama dalam teori kepatuhan pajak di antarannya:

a) Teori Pencegahan (Deterrence Theory)
Penelitian yang dilakukan oleh Allingham & Sandmo (1972),

Deterrence Theory adalah teori yang mengemukakan bahwa ancaman

atau sanksi yang tegas dan berat dapat mencegah individu atau

kelompok dari melakukan perilaku yang melanggar hukum atau norma-
norma dalam konteks hukum. Pada penelitian ini, teori pencegahan
mengasumsikan wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakan jika
mereka merasa ada ancaman sanksi yang cukup berat dan pasti. Oleh
karena itu, semakin tinggi risiko hukuman yang dirasakan, semakin

besar kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak.

11
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Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Menurut Ajzen (1991), Teori perilaku (Theory of planned behavior)
adalah teori yang menganalisis sikap konsumen, norma subjektif, dan
kontrol perilaku yang dirasakan konsumen. Pada penelitian ini,
kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat individu untuk membayar pajak,
yang pada gilirannya dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap pajak,
norma subjektif (pengaruh sosial), dan persepsi mereka tentang kontrol
atas perilaku mereka (kemampuan untuk membayar pajak atau

menghindarinya).

2.1.2 Penerapan Tapping Box

a. Definisi dan Fungsi

Menurut Fitrya (2024) tapping box adalah penggunaan alat teknologi

berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi untuk

memantau dan merekam transaksi penjualan secara otomatis dalam secara

real-time. Sistem ini bekerja secara langsung dan mengirimkan data tersebut

ke instansi perpajakan. Fungsi utama dari tapping box sebagai berikut:

1)

2)

Meningkatkan transparansi pajak dengan merekam setiap transaksi
secara otomatis, tapping box membantu memastikan bahwa semua
penjualan tercatat dengan akurat, sehingga mengurangi potensi
kebocoran pajak akibat manipulasi data.

Mempermudah pengawasan pemerintah, transaksi yang tercatat oleh
tapping box dapat langsung dikirim ke Bapenda, dan pemerintah

memantau penerimaan pajak secara real-time.
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Mengoptimalkan PAD yang akurasi dan transparansi dalam
pemungutan pajak, tapping box berkontribusi pada peningkatan PAD
yang digunakan untuk membiayai pajak sesuai dengan kewajiban

mereka.

b. Mekanisme Kerja Tapping Box

Menurut Prayoga (2021) ada beberapa langkah-langkah mekanisme

kerjanya yaitu:

1)

2)

3)

Pemasangan pada sistem POS

Tapping box dipasang pada sistem kasir restoran yang digunakan untuk
mencatat transaksi penjualan. Sistem POS ini akan terhubung langsung
dengan tapping box, sehingga setiap transaksi yang terjadi langsung
tercatat.

Perekaman Transaksi Otomatis

Setiap pelanggan melakukan pembayaran, sistem kasir akan mencatat
transaksi secara otomatis. Tapping box kemudian mengirimkan data
tersebut secara langsung ke sistem pusat pemerintah daerah yang
mengelola data pajak.

Monitoring Real-time

Pemerintah daerah dapat memantau transaksi yang tercatat di restoran
secara real-time melalui sistem yang terhubung dengan tapping box.
Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap laporan

pajak yang disampaikan oleh restoran.
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Pelaporan Pajak

Berdasarkan data yang tercatat oleh tapping box, restoran akan
menyusun laporan pajak yang akan disampaikan ke pemerintah daerah.
Laporan tersebut akan mengeluarkan jumlah pajak yang harus dibayar
sesuai dengan transaksi yang tercatat, sehingga mengurangi kesalahan

atau manipulasi data.

Hambatan dalam Penerapan Tapping Box

Implementasi tapping box di Kabupaten Lamongan merupakan langkah

strategis yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk

meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pemungutan pajak daerah,

khususnya pajak restoran. Menurut Khasanah (2024), menyatakan bahwa

terdapat beberapa tantangan implementasi tapping box di Kabupaten

Lamongan di antarannya:

1) Adanya wajib pajak yang menolak pemasangan tapping box di tempat

2)

3)

mereka, penolakan ini disebabkan karena adanya kekhawatiran akan
privasi data, ketidakpahaman terhadap fungsi alat

Kurangnya tenaga ahli yang mampu mengoperasikan dan memelihara
perangkat tapping box menjadi penghambat proses instalisasi dan
pemantauan perangkat secara optimal.

Beberapa wilayah belum memiliki infrastruktur teknologi yang
memadai untuk mendukung operasional tapping box, seperti adanya

internet yang kurang stabil.
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Indikator

Pada variabel penerapan tapping box menggunakan indikator yang
mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Rasmini & Mimba, 2021),
menurutnya dalam penerapan tapping box dapat dilihat dari indikator:
1) Pemahaman wajib pajak terhadap fungsi dan tujuan tapping box.
2) Tingkat keberhasilan alat dalam mencatat transaksi secara real-time.
3) Kepercayaan wajib pajak pada tapping box.
4) Kesesuaian antara data transaksi yang terekam dengan pelaporan pajak.
5) Kecepatan dan keandalan teknologi dalam sistem monitoring.
Sanksi Pajak
Definisi

Menurut Andreansyah (2022) mengartikan sanksi pajak adalah
konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak
memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sanksi dikenakan untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan
perpajakan, memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar, serta
menjaga keadilan dan keberlanjutan sistem perpajakan di suatu negara.
Sanksi pajak bertujuan untuk mendisiplinkan wajib pajak agar mereka
memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu.
Jenis-Jenis dan Besaran Sanksi Pajak

Sanksi pajak di Indonesia diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang memberikan
pedoman mengenai jenis pelanggaran, bentuk sanksi dan prosedur

pelaksanaannya, sebagai berikut:
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1) Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenal kepada wajib

pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya

tindakan pidana (Andreansyah, 2022). Sanksi ini tidak melibatkan unsur

pidana, terapi lebih berupa tambahan biaya atau denda yang harus

dibayar oleh wajib pajak. Jenis sanksi administratif meliputi:

a. Denda
Berdasarkan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2009 denda adalah uang yang
harus dibayar oleh wajib pajak sebagai bentuk hukuman atas
pelanggaran tertentu. Denda dapat dikenakan apabila wajib pajak
terlambat membayar atau tidak membayar atau tidak membayar
pajak sesuai dengan kewajibannya. Denda yang dikenakan atas
keterlambatan pembayaran pajak dapat bervariasi antara 2% hingga
5% dari jumlah pajak yang belum dibayar setiap bulan
keterlambatannya.

b. Bunga
Berdasarkan Pasal 11 UU No. 28 Tahun 2009 bunga adalah biaya
tambahan yang dikenakan atas pajak yang tidak dibayar tepat waktu.
Besarnya bunga dapat bervariasi tergantung pada jangka waktu
keterlambatan pembayaran pajak dapat dikenakan sebesar 2% per
bulan dari pajak yang terutang.

c. Kenaikan
Berdasarkan pasal 13 UU NO. 28 Tahun 2009 kenaikan adalah

tambahan pajak yang dikenakan atas kewajiban pajak yang tidak
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dilaporkan dengan benar. Kenaikan pajak bisa dikenakan sebesar
50% hingga 200% dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar,
tergantung pada pelanggaran yang dilakukan, seperti tidak
melaporkan pajak atau memberikan informasi yang salah.
2) Sanksi Pidana
Sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan
tindakan melawan hukum, seperti penggelapan pajak atau pemalsuan
dokumen perpajakan (Andreansyah, 2022). Sanksi ini melibatkan proses
hukum pidana dan dapat berujung pada hukuman penjara atau denda
yang lebih besar. Jenis sanksi pidana antara lain:
a. Pemalsuan Dokumen
Berdasarkan pasal 39 UU No. 28 Tahun 2009 sanksi pidana dapat
dikenakan jika wajib pajak terbukti memalsukan dokumen untuk
tujuan penghindaran pajak. Hukuman penjara dapat berlangsung
antara 1 hingga 6 tahun, tergantung pada jenis pelanggaran yang
dilakukan.
b. Penggelapan Pajak
Berdasarkan pasal 40 UU No. 28 tahun 2009 penggelapan pajak
adalah tindakan untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara
yang tidak sah. Wajib pajak yang terbukti melakukan penggelapan
pajak dapat dikenakan pidana penjara atau denda yang lebih besar.
c. Penyalahgunaan Fasilitas Perpajakan
Berdasarkan pasal 41 UU No. 28 tahun 2009 penyalahgunaan

fasilitas perpajakan, seperti insentif atau pengurangan pajak yang
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tidak sesuai dengan ketentuan, dapat dikenakan sanksi pidana.
Penggelapan pajak atau penyalahgunaan fasilitas perpajakan. Denda

dapat mencapai lima kali jumlah pajak yang terutang.

c. Tujuan dan Fungsi Sanksi Pajak

Menurut Hapsari (2023) sanksi pajak memiliki beberapa tujuan dan

fungsi, antara lain:

1)

2)

3)

4)

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi berfungsi untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang
tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Dengan adanya sanksi, wajib
pajak akan lebih cenderung memenuhi kewajiban perpajakan mereka
untuk menghindari hukuman.

Menjaga Keadilan dan Kepastian Hukum

Sanksi bertujuan untuk menjaga keadilan dalam sistem perpajakan.
Semua wajib pajak diharapkan mematuhi aturan yang sama tanpa
adanya diskriminasi. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum bagi
wajib pajak.

Meningkatkan Penerimaan Negara atau Daerah

Penerapan sanksi dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk
memenuhi kewajiban mereka dengan benar dan tepat waktu. Hal ini
pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak yang dibutuhkan
untuk membiayai program pembangunan,

Mencegah Penghindaran Pajak

Dengan adanya sanksi yang tegas diharapkan dapat mencegah

terjadinya penggelapan atau penghindaran pajak.
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Indikator

Pada variabel sanksi pajak menggunakan indikator yang mengacu pada
penelitian yang dilakukan oleh (Mulyati & Ismanto, 2021), adapun
Indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

1) Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai
sanksi.

2) Tingkat penerapan sanksi.

3) Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

4) Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kesediaan dan konsistensi
individu atau entitas dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai
peraturan yang berlaku dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang
ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kepatuhan wajib pajak restoran
adalah tingkat kesadaran dan ketaatan pemilik atau pengelola restoran
dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam
peraturan perpajakan yang berlaku (Kartono, 2020).

Menurut Irawan (2021), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh
berbagai faktor, seperti tingkat kesadaran perpajakan, pemahaman terhadap
aturan pajak, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, serta efektivitas
penegakkan hukum. Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut

Hestanto (2018), yaitu:
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Kepatuhan Formal, adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban
secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang
perpajakan. Misalnya memastikan penyampaian surat pemberitahuan
(SPT) sudah benar atau belum.

Kepatuhan Material, adalah wajib pajak yang memenuhi semua
ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak,
kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Hal ini wajib
pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang

sesungguhnya dari isi dan hakikat surat pemberitahuan (SPT) tersebut.

Indikator

Pada variabel kepatuhan wajib pajak restoran menggunakan indikator

yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Erika (2021) dan

Puspitasari (2023), terdapat empat indikator atas kepatuhan wajib pajak

yaitu:

1)

2)

3)

4)

Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.

Kepatuhan wajib pajak untuk dapat menyetorkan kembali surat
pemberitahuan secara tepat waktu.

Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari
penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak

Kepatuhan dari wajib pajak atas pembayaran dari tunggakan pajaknya

baik itu pada surat tagihan pajak ataupun surat ketetapan pajak.
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2.1.5 Pajak Restoran
a. Definisi

Pajak Restoran di Indonesia diatur oleh peraturan daerah yang bersifat
spesifik untuk masing-masing daerah, mengacu pada Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Restoran
definisikan sebagai tempat usaha yang menyediakan makanan dan/atau
minuman untuk dikonsumsi oleh umum, baik yang dilengkapi dengan
fasilitas tempat makan atau tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan
restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

b. Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan
pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan
logam dan batuan, pajak parkir dan pajak sarang burung walet di Kabupaten
Lamongan, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 13 Tahun 2023, berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam
Perbup tersebut terkait pemungutan pajak restoran:
1) Obyek Pajak Restoran

a. Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh

restoran.
b. Pelayanan meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau
minuman serta jajan yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang

dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
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Obyek pajak Restoran meliputi: 1. restoran; 2. rumah makan; 3.
warung/ depot; 4. kantin; 5. kafetaria; 6. kedai; 7. jasa boga/
catering; 8. fast food dan sejenisnya.

Tidak termasuk obyek pajak restoran adalah pelayanan yang
disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.

2) Subyek Pajak Restoran

a.

b.

Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang
membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran.
Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang

mengusahakan restoran.

3) Dasar Pengenaan Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak

a.

b.

C.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang
diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Besarnya Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

4) Tata Cara Pemungutan

a.

b.

Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
bulan kalender.

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat orang pribadi atau
badan melakukan pembayaran restoran atau sejak disampaikan/

diterbitkan SPTPD
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Penelitian Terdahulu
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NO Nama dan Judul Variabel Populasi Teknik Hasil Penelitian
Tahun Penelitian yang diteliti | dan Sampel | Analisis Data
1. | Haris Pengaruh Penggunaan | Populasi : Teknik Penggunaan
Prasetyo, penggunaan | Tapping box, | wajib pajak | analisis data | tapping box
(2022) tapping box | kesadaran restoran di yang tidak
dan wajib pajak, | kota digunakan berpengaruh dan
kesadaran kepatuhan Lamongan. | adalah tidak signifikan
wajib pajak | wajib pajak, | Sampel: analisis terhadap
terhadap dan diambil regresi linier | penerimaan
penerimaan | penerimaan | dengan berganda, pajak restoran,
pajak pajak teknik moderated kesadaran wajib
restoran restoran. purposive regression pajak tidak
dengan sampling analysis berpengaruh dan
kepatuhan (MRA), dan signifikan
wajib pajak SPSS terhadap
sebagai penerimaan
variabel pajak restoran,
moderasi kepatuhan WP
tidak
memoderasi
pengaruh
tapping box
terhadap
penerimaan
pajak restoran.
2. | Safel, M.,& | Penerapan E- | E-Filling, Populasi Teknik Hasil dari
Achyani,F. Filling, Tapping box, | dan sampel | analisis data | penelitian adalah
(2023) Tapping box, | Sanksi pajak, | adalah yang E-filing, dan
Sanksi pajak | kesadaran wajib pajak | digunakan penggunaan
dan wajib pajak, | restoran adalah tapping box
kesadaran pemahaman | yang analisis berpengaruh
wajib pajak penggunaan | terdaftar di | regresi linier | positif terhadap
terhadap sistem online | Badan berganda, kepatuhan wajib
kepatuhan keuangan moderated pajak. Sanksi
wajib pajak daerah regression pajak dan
restoran Boyolali, analysis kesadaran wajib
dengan dengan (MRA), pajak tidak
pemahaman sampel software berpengaruh
penggunaan sebanyak 60 | statistika signifikan
sistem online restoran. seperti SPSS | terhadap tingkat
sebagai kepatuhan.
variabel Pemahaman
moderasi. penggunaan

sistem online
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No Nama dan Judul Variabel Populasi Teknik Hasil Penelitian
Tahun Penelitian yang diteliti | dan Sampel | Analisis Data

berfungsi
sebagai variabel
moderasi yang
meningkatkan
efektivitas .
tapping box
dalam
mendukung
kepatuhan wajib
pajak.

3. | Wijaya & Pengaruh Penegakkan | Populasi Teknik Hasil dari
Kartika penegakan sanksi pajak, | dan sampel | analisis data penelitian ini
(2020) sanksi pajak | pendapatan yang yang adalah

terhadap daerah digunakan digunakan penggunaan
pendapatan adalah adalah tapping box
daerah wajib pajak | moderated memiliki
hotel yang regression pengaruh positif
terdaftar di | analysis terhadap tingkat
BPKAD (MRA), Uji kepatuhan wajib
Kabupaten signifikansi (t | pajak, meskipun
Karangasem | dan f). kesadaran wajib
dengan pajak tidak
sampel memberikan
sebanyak 40 kontribusi
hotel. signifikan.
Pemahaman
penggunaan
sistem online
berfungsi
sebagai variabel
moderasi

4. | Dirghayusa | Pengaruh Penggunaan | Wajib pajak | Teknik Hasil dari
& Yasa penggunaan | tapping box, | hotel yang analisis data penelitian ini
(2020) tapping box | kwsadaran terdafatar di | yang adalah Tapping

dan wajib pajak, | BPKAD digunakan box berpengaruh
kesadaran pemahaman | Karangasem | adalah signifikan

wajib pajak penggunaan analisis terhadap
terhadap sistem regresi linear | kepatuhan wajib
kepatuhan online, dan berganda pajak,

dengan kepatuhan dengan sedangkan
pemaham wajib pajak moderasi pemahaman
penggunaan penggunaan
sistem online sistem online
sebagai tidak

variabel memoderasi
pemoderasi. pengaruh

tapping box
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No Nama dan Judul Variabel Populasi Teknik Hasil Penelitian
Tahun Penelitian yang diteliti | dan Sampel | Analisis Data
terhadap
kepatuhan wajib
pajak

5. | Marlyn, F,, Peran Kualitas Populasi Teknik Hasil dari
Firmansyah, | kualitas pelayanan, dan sampel | analisis data | penelitian adalah
A& pelayanan sosialisasi yang yang kualitas
Trisnawati, dalam pajak, sanksi | digunakan digunakan pelayanan dan
E. (2022) kepatuhan pajak, adalah SPSS, Uji sosialisasi yang

wajib pajak | kepatuhan wajib pajak | validitas, dilakukan secara
orang pribadi | wajib pajak | orang reliabilitas, efektif dapat
: sosialisasi pribadi di MRA meningkatkan
pajak dan Indonesia pemahaman
sanksi pajak dengan wajib pajak
sampel terhadap sanksi
sebanyak pajak dan
150 orang kewajiban
mereka.

6. | Kayla Pengaruh Penggunaan | Wajib pajak | Analisis Studi ini
Shabiru penggunaan | tapping box, | restoran di regresi linear | menunjukkan
(2023) sistem kesadaran kota berganda. bahwa

tapping box | wajib pajak, | Banjarmasin penggunaan
dan kepatuhan tapping box
kesadaran pembayaran berpengaruh
wajib pajak pajak. positif terhadap
terhadap penerimaan
kepatuhan pajak hotel di
pembayaran kota
pajak Banjarmasin.
restoran di Kesadaran wajib
kota pajak juga
Banjarmasin berperan
signifikan dalam
mendorong
pembayaran

7. | Hapsari Pengaruh Kualitas wajib pajak | Regresi linier | Kualitas
(2023) kualitas pelayanan pemilik berganda dan | spelayanan

pelayanan pajak, sanksi | restoran di analisis jalur | pajak

pajak dan pajak, surabya dengan uji berpengaruh
sanksi pajak | kesadaran dengan sobel positif terhadap
terhadap pajak dan sampel kepatuhan wajib
kepatuhan kepatuhan sebanyak 90 pajak restoran,
wajib pajak | wajib pajak responden dengan

restoran restoran. kesadaran pajak
dengan sebagai variabel
intervening Sanksi pajak
kesadaran tidak

pajak

berpengaruh
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No

Nama dan
Tahun

Judul
Penelitian

Variabel
yang diteliti

Populasi
dan Sampel

Teknik
Analisis Data

Hasil Penelitian

signifikan
terhadap
kepatuhan wajib
pajak, dan
kesadaran pajak
tidak memdiasi
pengaruh sanksi
pajak terhadap
kepatuhan wajib
pajak.

Riziki
Amalia
(2021)

Pengaruh
penggunaan
sistem online
dan
kesadaran
wajib pajak
dengan

Penggunaan
sistem
online,
kesadaran
wajib pajak,
kepatuhan
wajib pajak.

Wajib pajak
restoran di
Kota
Bandung
dan sampel
sebanyak
lresponden.

Analisis
regresi linear
berganda dan
moderated
regression
analysis
(MRA)

Penelitian ini
mengungkapkan
bahwa
penggunaan
sistem online
dapat
memoderasi

kepatuhan
wajib pajak
sebagai
variabel
moderasi

hubungan antara
penggunaan
tapping box dan
kesadaran wajib
pajak terhadap
Kepatuhan wajib
pajak. Teknologi
yang digunakan

dalam sistem
online
meningkatkan
efektivitas
pengawasan
pajak dan
membantu wajib
pajak untuk
lebih patuh
dalam kewajiban
perpajakan
mereka.

Fauzi (2023)

Analisis
Efektivitas
penerapan
sistem
tapping box
pada pajak
restoran di

Penerapan
sistem
tapping box,
Efektivitas
penerimaan
pajak
restoran.

Wajib pajak
restoran di
Kota Bekasi
dan sampel
sebanyak
120
responden.

Analisis
Efektivitas
dan analisis
statistik
deskriptif
menggunakan
SPSS 25.

Penelitian ini
menunjukkan
bahwa
penerapan
tapping box di
restoran di kota
Bekasi telah
meningkatkan
efektivitas
penerimaan
pajak daerah.
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No Nama dan Judul Variabel Populasi Teknik Hasil Penelitian
Tahun Penelitian yang diteliti | dan Sampel | Analisis Data
Walaupun,
terdapat
penurunan
efektivitas pada
tahun-tahun
tertentu akibat
faktor eksternal
seperti pandemi
COVID-19
10. | Sahrani Eka | Analisis Penggunaan | Restorandi | Analisis Hasil penelitian
(2021) pengaruh tapping box, | Kota regresi linear | ini ini
penggunaan | kepatuhan Surabaya, berganda. menunjukkan
taping box wajib pajak sampel bahwa
terhadap restoran. sebanyak penggunaan
kepatuhan 100 tapping box
wajib pajak respondsum berpengaruh
restoran di beren. positif terhadap
Kota SBY. kepatuhan wajib

pajak restoran.
Hasil ini
menunjukkan
bahwa teknologi
dapat membantu
meningkatkan
kepatuhan WP.

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

2.3 Kerangka Konsep

Menurut Pakpahan et al., (2021), kerangka konsep adalah gambaran yang

menunjukkan hubungan antara variabel-variabel dalam suatu penelitian, yang

bertujuan untuk menjelaskan bagaimana variabel-variabel tersebut saling

berinteraksi, serta memiliki fungsi yaitu untuk memberikan fokus pada variabel

yang relevan, membantu peneliti dalam mengembangkan hipotesis, dan

memberikan panduan yang jelas mengenai variabel yang harus diteliti.

Kerangka konsep dalam penelitian ini menghubungkan antara variabel

dependen (X) yang terdiri dari penerapan tapping box (X1) dan sanksi pajak

(X2) terhadap variabel independen (YY) yaitu kepatuhan wajib pajak restoran.
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Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disusun model kerangka pemikiran

sebagai berikut :

Tappipng Box

(X1) H1
Kepatuhan Wajib Pajak
H3 > Restoran
(Y)

Sanksi Pajak
(X2) H2

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian
Sumber: Data diolah peneliti (2024)
2.4 Hipotesis Penelitian
Menurut Yuliawan (2021) hipotesis adalah suatu pernyataan atau dugaan
sementara yang diajukan oleh peneliti mengenai hubungan antara dua atau lebih
variabel yang akan diuji melalui pengumpulan dan analisis data. Hipotesis
berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penelitian dan memberikan arah
dalam proses pengujian. Hipotesis disusun berdasarkan teori atau pengamatan
awal yang mengarah pada pertanyaan penelitian yang ingin dijawab Nugroho
& Haritanto (2022), berdasarkan kerangka konsep di atas, maka hipotesis
penelitian ini adalah:
2.4.1 Pengaruh Penerapan Tapping Box Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Restoran
Penerapan tapping box merupakan salah satu upaya pemerintah dalam
meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pelaporan pajak (Jelina &

Safitri, 2024). Menurut teori kepatuhan pajak berkaitan erat dengan variabel
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dalam penelitian ini, yaitu penerapan tapping box. Tapping box sebagai alat
yang merekam transaksi secara otomatis dapat meningkatkan transparansi
dan akurasi dalam pelaporan pajak, sehingga mengurangi pelaporan pajak
yang tidak sesuai (Kusumawardani,2024). Penelitian terdahulu mendukung
hubungan ini, seperti yang ditemukan oleh Pramasita & Rasmini (2018),
yang menemukan bahwa penerapan teknologi seperti tapping box memiliki
pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil
serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Rahayu & Muthia (2020),
yang menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pajak dapat meningkatkan
kepatuhan karena mengurangi celah untuk manipulasi laporan pajak.
Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan penelitian
ini adalah:
H1 : Penerapan Tapping Box Berpengaruh Signifikan dan Positif
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan.
Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran
Sanksi pajak merupakan alat kebijakan yang digunakan pemerintah
untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan efek jera bagi
wajib pajak yang melanggar aturan (Pandya,2020). Menurut teori kepatuhan
pajak, seseorang akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan
jika terdapat sanksi yang jelas, tegas, dan diterapkan secara konsisten
(Pandya, 2020). Hal ini sesuai dengan teori pencegahan (deterrence) yang
menjelaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi ancaman hukuman, sehingga
semakin berat konsekuensi yang diberikan, semakin tinggi wajib pajak

untuk patuh (Fardha, 2023).
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Uraian di atas didukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Rahayu & Sudarma (2019) menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi pajak
yang diterapkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak restoran.
Hasil serupa dari Saputra (2021), menyoroti bahwa penerapan teknologi
seperti tapping box memperkuat -efektivitas sanksi pajak dengan
memastikan transaksi penjualan tercatat secara real-time. Hal ini membuat
wajib pajak lebih cenderung patuh untuk menghindari sanksi. Berdasarkan
hal tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini
adalah:

H2 : Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan dan Positif terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Lamongan.

Pengaruh Penerapan Tapping Box dan Sanksi Pajak secara Simultan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Menurut teori kepatuhan pajak menyatakan bahwa wajib pajak akan
lebih patuh jika sistem perpajakan transparan dan konsekuensi atas
ketidakpatuhan jelas (Zulma,2024). Dalam penelitian ini tapping box
meningkatkan transparansi dengan mencatat transaksi secara otomatis,
sementara sanksi pajak memberikan efek jera bagi pelanggar perpajakan.
Selain itu, teori pencegahan menekankan bahwa kepatuhan dapat
ditingkatkan melalui ancaman sanksi dan pengawasan ketat, tapping box
berperan dalam memperkuat pengawasan terhadap laporan pajak,
sedangkan sanksi pajak menekan niat wajib pajak untuk menghindari

pembayaran pajak (Hamson,2021).
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Uraian di atas didukung penelitian yang dilakukan oleh Setiawan &
Yulianti (2021) menjelaskan bahwa penggunaan teknologi perpajakan
bersama dengan kebijakan sanksi pajak yang tegas berpengaruh secara
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian yang
ditemukan oleh Alim (2020) menyatakan bahwa perpaduan antara
pengawasan ketat dan sanksi tegas dapat meningkatkan kepatuhan pajak.
Dengan demikian, berdasarkan teori dan bukti empiris tersebut hipotesis
ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 : Penerapan Tapping Box dan Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan
dan Positif secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

di Kabupaten Lamongan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan
kuantitatif dengan metode deskriptif dan kausal, menurut Sugiyono (2019)
berpendapat bahwa “metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian
yang menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk menjawab
pertanyaan penelitian, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu
dan mengumpulkan data menggunakan alat penelitian, menganalisis data
kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah
ditentukan.

Penelitian kausal digunakan untuk mengidentifikasi hubungan atau
pengaruh antar variabel, perubahan pada variabel bebas diharapkan
menghasilkan perubahan pada variabel terikat. Penerapan tapping box sebagai
teknologi perpajakan modern dan penegakan sanksi pajak menjadi faktor yang
diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dimaksudkan untuk
mendapatkan informasi langsung tentang masalah yang dibahas pada tugas
akhir ini dengan variabel penerapan tapping box (X1) sanksi pajak (X2)

terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (Y) (Sugiyono, 2019).

3.2 Populasi dan sampel
3.2.1 Populasi
Menurut Swarjana (2022) mengemukakan bahwa populasi adalah suatu

wilayah umum yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas
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dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan diambil kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak
yang sudah terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Lamongan dan pengguna
tapping box yang berjumlah 73 restoran.
Sampel

Pada peneliti Swarjana (2022) sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi, Namun dalam penelitian ini
peneliti menggunakan teknik sampling jenuh (sensus), yaitu seluruh
anggota populasi dijadikan sebagai sampel karena jumlahnya relatif kecil
dan masih dapat dijangkau seluruhnya. Sampel pada penelitian ini adalah
seluruh restoran yang telah menerapkan tapping box sebagai alat
pemantauan transaksi pajak di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data dari
Bapenda Kabupaten Lamongan, terdapat 73 restoran yang telah
menggunakan tapping box, sehingga jumlah sampel yang digunakan
sebanyak 73 responden.
Teknik sampling

Menurut Sugiyono (2019) teknik sampling merupakan teknik
pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam
penelitian, terdapat beberapa teknik sampling yang digunakan. Teknik
sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua vyaitu
probability sampling dan non-probability sampling.

Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik
sampling jenuh (sensus), yaitu teknik pengambilan sampel dimana seluruh

anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Teknik ini digunakan
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karena jumlah populasi relatif kecil yaitu 73 restoran yang telah
menggunakan tapping box di Kabupaten Lamongan. Teknik sampling jenuh
dipilih agar data yang diperoleh benar-benar representatif, menyeluruh dan
tidak ada informasi yang terabaikan. Dengan menjadikan seluruh populasi
sebagai sampel, hasil penelitian diharapkan dapat mencerminkan kondisi

yang sebenarnya (Sugiyono, 2019).

3.3 Sumber Data

Berdasarkan penelitian Amira (2020) Data adalah sekumpulan

keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol,

angka, dan lainnya. Data didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga

pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Adapun

pengertian lain dari data yaitu sebagai suatu kumpulan keterangan atau

deskripsi dasar yang berasal dari obyek ataupun kejadian. Sumber data yang

digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

3.3.1

3.3.2

Data Primer

Sumber data primer menurut Sugiyono (2019), merupakan sumber data
yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian
ini data primer didapatkan melalui kuesioner penelitian yang diberikan
kepada responden dengan kriteria tertentu.
Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019), data sekunder adalah data yang didapatkan
secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh
adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama

dengan apa yang sedang diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini
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menggunakan data sekunder yang merupakan data penelitian dari berbagai
sumber informasi baik kepustakaan maupun dari media elektronik yang
relevan dengan data yang diteliti seperti jurnal, buku dan artikel. Data
penelitian juga berupa dokumentasi dari Badan Pendapatan Daerah

(Bapenda) Kabupaten Lamongan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data
3.4.1 Kuesioner
Penelitian pada Martini (2019) kuesioner merupakan teknik
pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberi seperangkat
pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
Kuesioner berarti teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti dengan
pasti variabel yang dikur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.
Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner model
Skala Likert. Seperti yang telah ditemukan oleh Sugiyono (2019),
yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Fenomena sosial
disebut variabel penelitian yang telah ditetapkan secara spesifik oleh
peneliti. Jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan skala likert
mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk
mengukur variabel tersebut digunakan skala likert sebanyak lima tingkat

sebagai berikut:
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Tabel 3.1
Skala Likert
No Kriteria Jawaban Kode Nilai/Skor Jawaban
1. Sangat Tidak Setuju STS 1
2. Tidak Setuju TS 2
3. Kurang Setuju KS 3
4. Setuju S 4
5 Sangat Setuju SS 5

Sum.ber: Data diolah peneliti (2024)

Setiap poin jawaban memiliki skor yang berbeda-beda, yaitu: pada
jawaban STS memiliki skor 1, jawaban TS memiliki skor 2, jawaban KS
memiliki skor 3, jawaban S memiliki skor 4, dan jawaban SS memiliki skor
5. Metode ini digunakan agar peneliti dapat mengetahui dan memiliki data
mengenai penilaian yang diberikan oleh setiap responden untuk selanjutnya
dapat ditarik kesimpulan.
Studi Pustaka

Menurut Yusuf (2023) studi pustaka adalah metode pengumpulan data
atau informasi yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur,
dokumen dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik
penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami konsep, teori, dan
mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan
perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder
melalui metode ini diperolen dengan browsing di internet, membaca
berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, serta sumber-sumber

lain yang relevan (Ramdhan, 2021).
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3.4.3 Dokumentasi

Menurut Hasan (2022) dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau

proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti

yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Teknik

dokumentasi digunakan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder

yang sifatnya tertulis. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan

untuk memperoleh data tentang responden wajib pajak restoran yang sudah

terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

3.5 Operasional Variabel Penelitian

3.5.1 Variabel Penelitian

a.

b.

Variabel Independen

Menurut Ramdhan (2021), mengatakan variabel bebas atau independen
merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya
atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Dalam penelitian
ini yang merupakan variabel independen adalah penerapan tapping box
dan sanksi pajak.

Variabel Dependen

Menurut Ramdhan (2021), variabel dependen adalah variabel dalam
penelitian yang menjadi fokus utama dan dipengaruhi atau dijelaskan
oleh variabel lain (variabel independen). Disebut variabel terkait karena
nilai atau keadaannya bergantung pada perubahan variabel independen.
Pada penelitian ini yang merupakan variabel dependen adalah

kepatuhan wajib pajak restoran.
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Tabel 3.2
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
No Variabel Indikator Item
1. | Pengaruh penerapan tapping box Pemahaman wajib 1. Saya memahami
adalah penggunaan alat pajak terhadap fungsi fungsi utama dari
teknologi berbasis perangkat dan tujuan tapping tapping box dalam
keras dan perangkat lunak yang box. pencatatan pajak.
terintegrasi untuk memantau dan Tingkat keberhasilan 2. Saya mengetahui
merekam transaksi penjualan alat dalam mencatat tujuan pemasangan
secara otomatis dalam waktu transaksi secara real- tapping box untuk
nyata (real-time) pada sektor time. meningkatkan
restoran (Fitrya,2024). Kepercayaan wajib transparansi pajak.
pajak pada tapping 3. Tapping box
box. mencatat transaksi
Kesesuaian antara data dengan akurat dan
transaksi yang terekam real-time.
dengan pelaporan 4. Tidak pernah terjadi
pajak. gangguan atau
Kecepatan dan kesalahan pencatatan
keandalan teknologi transaksi oleh
dalam sistem tapping box.
monitoring. 5. Saya percaya bahwa
(Rasmini & penggunaan tappipng
Mimba,2021), box dapat
(Prasetyo0,2022). meningkatkan
transparansi pajak.

6. Saya merasa nyaman
dengan keberadaan
tapping box di
restoran saya.

7. Data yang terekam
dalam tapping box
sesuai dengan
laporan pajak saya.

8. Sayaselalu
mencocokkan data
transaksi dari tapping
box dengan laporan
pajak sebelum
menyetorkan pajak.

9. Tapping box dapat
diakses dan dipantau
dengan mudah.

10. Sistem pemantauan

pajak melalui
tapping box
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No

Variabel

Indikator

Item

berjalan lancar dan tanpa
kendala teknis (Rasmini
& Mimba,2021),
(Prasetyo0,2022).

Sanksi Pajak adalah konsekuensi
hukum yang dikenakan kepada
wajib pajak yang tidak
memenuhi kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku (Andreansyah, 2022).

(Mulyati & Ismanto, 2021).

Keterlambatan
melaporkan dan
membayarkan pajak
harus dikenai sanksi.
Tingkat penerapan
sanksi.

Sanksi digunakan
untuk meningkatkan
kepatuhan Wajib
Pajak.

Penghapusan sanksi
meningkatkan
kepatuhan Wajib
Pajak.

1.

Saya mengetahui
bahwa keterlambatan
dalam melaporkan
dan membayar pajak
akan dikenakan
sanksi.

Saya pernah
mendapatkan sanksi
karena keterlambatan
pembayaran pajak.
Saya merasa
penerapan sanksi
pajak sudah
dilakukan secara adil
dan konsisten.

Saya melihat bahwa
sanksi pajak
diterapkan kepada
seluruh wajib pajak
tanpa pengecualian.
Saya menjadi lebih
patuh dalam
membayar pajak
setelah mengetahui
adanya sanksi pajak.
Sanksi pajak
membuat saya lebih
disiplin dalam
melaporkan dan
membayar pajak
tepat waktu.

Jika sanksi pajak
dihapuskan saya
tetap akan membayar
pajak tepat waktu.
Saya merasa
kepatuhan wajib
pajak tidak selalu
bergantung pada
adanya sanksi.
(Arief & putri,2021)

Kepatuhan wajib pajak restoran
adalah tingkat kesadaran dan
ketaatan pemilik atau pengelola
restoran dalam memenuhi

1.

Kepatuhan wajib pajak

dalam mendaftarkan
diri.

Saya telah
mendaftarkan
restoran saya sebagai
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No

Variabel

Indikator

Item

kewajiban perpajakan
sebagaimana diatur dalam
peraturan perpajakan yang
berlaku (Kartono, 2020).

2. Kepatuhan wajib pajak
dalam mendaftarkan
diri.

3. Kepatuhan wajib pajak
untuk dapat
menyetorkan kembali
surat pemberitahuan
secara tepat waktu.

4. Kepatuhan atas
penghitungan dan
pembayaran pajak
yang terutang dari
penghasilan yang
diperoleh oleh wajib
pajak.

Kepatuhan dari wajib pajak

atas pembayaran dari

tunggakan pajaknya baik
itu pada surat tagihan pajak
ataupun surat ketetapan

pajak. (Erica, 2021),

(Puspitasari, 2023),

(Prasety0,2022).

wajib pajak sesuai
peraturan yang
berlaku.

Saya selalu
melaporkan pajak
restoran dengan tepat
waktu setiap periode
pajak.

Saya tidak pernah
terlambat dalam
menyetorkan surat
pemberitahuan pajak
(SPT).

Saya selalu
menghitung pajak
yang terutang sesuai
dengan peraturan
yang berlaku.

Saya tidak pernah
mengurangi jumlah
pajak yang
seharusnya
dibayarkan.

Jika ada tunggakan
pajak, saya segera
melakukan
pembayaran sesuai
ketentuan.

Saya selalu berusaha
menghindari
tunggakan pajak
dengan membayar
tepat waktu.
(Irfanka &
Aisyah,2023)

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis

deskriptif kuantitatif. Teknik analisis deskriptif kuantitatif merupakan analisis

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2019).
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Alat yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah

menggunakan analisis secara digital dengan bantuan program IBM SPSS

Statistic 26.

3.6.1 Uji Instrumen Penelitian
a. Uji Validitas
Menurut Sugiyono (2019), uji validitas dalam sebuah penelitian

digunakan sebagai pengukur sah atau tidaknya sebuah kuesioner. Kuesioner
dianggap valid apabila pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner dapat
menggambarkan sesuatu yang akan diukur. Menurut Swarna (2019), suatu
pernyataan dalam sebuah kuesioner dinyatakan valid atau tidak apabila

a) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka item tersebut dinyatakan valid.
Namun, apabila nilai signifikansi > 0,05 maka item tersebut dinyatakan
tidak valid.

b) Jika nilai r hitung > r tabel maka item dinyatakan valid. Begitu juga
dengan sebaliknya, apabila r hitung < r tabel maka item tersebut
dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas
Menurut Sugiyono (2019), uji reliabilitas berguna untuk mengukur
keandalan sebuah kuesioner ataupun hasil wawancara, uji ini berguna untuk
memastikan apakah kuesioner tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan
penelitian yang sedang dijalankan. Kuesioner dinyatakan reliabel apabila
suatu penelitian nilai dari Cronbach’s Alpha > 0,60 dan apabila nila

Cronbach’s Alpha < 0,60 maka penelitian dianggap kurang reliabel.
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3.6.2 Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk mengetahui dalam model regresi,
variabel penganggu atau disebut residual mempunyai distribusi normal.
Seperti yang diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai
residual mengikuti distribusi normal. Untuk menguji apakah data
berdistribusi normal atau tidak maka digunakanlah uji statistik Kolmogorov-
Smirnov Test. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi
> 0,05 (Sugiyono, 2019).

Dengan tingkat signifikansi 5%, indikator yang digunakan untuk
pengambilan keputusan bahwa data tersebut terdistribusi normal atau tidak
adalah sebagai berikut:

a) Apabila nilai signifikan (sig.) lebih besar dari 0,05 maka data
terdistribusi secara normal.
b) Apabila nilai signifikan (sig.) lebih kecil dari 0,05 maka data tidak
terdistribusi secara normal.
b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel
independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di
antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi,
maka variabel-variabel ini tidak ortogontal. Variable ortogontal adalah
variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen

sama dengan nol (Ghozali, 2021).
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Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawanya, dan dari
variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan
nilai VIF tinggi. Nilai dipakai dalam menunjukkan adanya multikolonieritas
yaitu tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Priyastama (2020) heteroskedastisitas merupakan keadaan
dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual pada
satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah
yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan
dua metode untuk menguji heteroskedastisitas yaitu salah satunya dengan
melihat grafik scatterplot antara standardized predicted value (ZPRED)
dengan studentized residual (SRESID). Dasar pengambilan keputusannya
yaitu:

i. Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola
yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas.

ii. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di
bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji lain yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas pada
penelitian ini yaitu uji glejser. Penelitian ini memilih uji glejser sebagai
metode uji heteroskedastisitas karena uji glejser lebih akurat dengan hasil
yang ditampilkan berupa bilangan matematis dan bukan gambar grafik. Uji
glejser dilakukan dengan meregresikan antara variabel independen dengan

nilai absolut residualnya (ABS_RES). Jika nilai signifikansi antara variabel
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independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi
masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2021).
. Uji Autokorelasi

Menurut Singgah (2019) Uji autokorelasi merupakan uji yang
digunakan untuk mengetahui apakah salam sebuah model korelasi antara
kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1
(sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan problem autokorelasi.
Ada beberapa cara atau teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada
atau tidaknya gejala korelasi salah satunya menggunakan uji Durbin-
Watson (DW Test). Dalam uji Durbin-Watson adalah sebuah test yang
digunakan untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi pada nilai residual dari
sebuah analisis regresi. Dasar pengambilan keputusan dengan
menggunakan uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut (Ghozali, 2021):
a) Bilanilai D- terletak dibawah -2 berarti terjadi autokorelasi positif
b) Bila nilai D- terletak diantara -2 sampai 2 berarti tidak terjadi

autokorelasi.
c) Bilanilai D- terletak diatas + 2 berarti terjadi autokorelasi negatif.
Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel
mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji ini
biasanya digunakan sebagai persyaratan dalam analisis korelasi atau regresi
linier. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan test for linearity dengan
pada taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan

yang linier bila signifikan (Linearity) lebih dari 0,05. Menurut Ghozali
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(2021) uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah spesifikasi model
yang digunakan sudah benar atau tidak. Data yang baik seharusnya memiliki
hubungan linier antara variabel independen dan variabel dependen.
Analisis Regresi Berganda

Menurut Sugiyono (2019) metode analisis regresi ganda adalah
digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana
keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium) bila dua atau lebih
variabel independen sebagai faktor predikator dimanipulasi (dinaik
turunkan nilainya). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk
menguji pengaruh kepemilikan manejerial, kepemilikan institusional dan
profitabilitas terhadap nilai perusahaan serta menguji apakah kebijakan
hutang dapat memengaruhi hubungan kepemilikan manejerial terhadap nilai
perusahaan, penguji pengaruh kebijakan hutang terhadap hubungan
kepemilikan institusional terhadap perusahaan serta untuk menguji
pengaruh kebijakan hutang terhadap hubungan profitabilitas terhadap nilai
perusahaan. (Sugiyono, 2019). Analisis regresi linier berganda dalam
penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap

variabel berikut:

Y=a+pB:X; + 62X+ €

Keterangan :

Y = Variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak Restoran)
X1 = Penerapan Tapping Box

X, = Sanksi Pajak

o = Konstanta
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B = Slope atau Koefisien estimate.

€ = Error

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang berhubungan dengan dua
variabel atau lebih. Menurut Sugiyono (2019) hipotesis merupakan jawaban
sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah
penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan
sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang
relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui
pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban
teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.
Sugiyono (2019), tujuan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah ada
atau tidaknya pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap
variabel dependen. Untuk itu, pengujian hipotesis yang penulis gunakan
yaitu uji signifikan dengan hipotesis nol (HO) dan hipotesis alternatif (Ha).

a. Uji Kelayakan Model (Uji f)

Menurut Ghozali (2021), dalam uji kelayakan model (F) ddigunakan
untuk menilai apakah model regresi yang dibangun secara keseluruhan
layak atau signifikan dalam menjelaskan pengaruh variabel-variabel
independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan menguji
secara simultan (bersama-sama) apakah semua variabel bebas yang
dimasukkan dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
variabel terikat. Kelayakan model dapat ditentukan dengan melihat nilai

probabilitas signifikansinya. Apabila nilai probabilitas signifikannya < 0,05
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maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut secara statistik layak

dan signifikan untuk digunakan, menunjukkan bahwa variabel-variabel

independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pada variabel

terikat secara signifikan. Adapun dasar pengambilan kesimpulan pada uji F

sebagai berikut:

a) Apabila nilai Fpirung < Frapel dan jika probabilitas (signifikansi) > 0,05
(o), maka HO diterima, artinya variabel independen secara simultan atau
bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara
signifikan.

b) Apabila nilai Fpirung > Franel dan jika probabilitas (signifikansi) < 0,05
(), maka HO ditolak, artinya variabel independen secara simultan
mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

. Uji Parsial (Uji t)

Menurut Sujarweni (2019), uji parsial (t) menunjukkan seberapa jauh
pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi
variabel dependen. Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
Pengambilan keputusan dalam uji t-tes dilakukan dengan membandingkan
hasil nilai signifikansi dan tingkat kesalahan. Taraf signifikan adalah taraf
yang akan menentukan makna dari uji statistika yang disimbolkan dengan
alpha (a), dalam banyak penelitian terdapat beberapa taraf signifikansi yang
digunakan yaitu 10%, 8%, 5% dan 1% (Nurlan, 2019).

Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05

(0=5%). Penetapan pengembalian keputusan dalam uji mengenai
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penerimaan dan penetapan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai

berikut:

a) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H ditolak yang berarti
variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen.

b) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H diterima yang berarti
variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen.

Koefisien Determinasi (R?)

Menurut Ghozali (2021), uji koefisien determinasi dilakukan untuk
mengukur seberapa jauh variabel independen dalam menjelaskan variasi
variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.
Nilai koefisien determinasi mendekati 1, artinya variabel independen
mampu memberikan hampir semua informasi untuk menjelaskan variasi
variabel dependen. Sedangkan, nilai determinasi sebesar 0, artinya variabel
independen hanya memberikan sedikit informasi untuk menjelaskan variasi
variabel dependennya.

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen, maka koefisien
determinasi yang digunakan adalah Adjusted (R?). Pada koefisien
determinasi ini dapat diperoleh suatu nilai untuk mengukur besarnya
sumbangan dari beberapa variabel independen terhadap variasi naik
turunnya variabel dependen yang biasanya dinyatakan dalam persentase.
Nilai Adjusted (R?) dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus

bernilai positif (Ghozali,2021). Dalam uji empiris didapat nilai Adjusted
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(R?) negatif maka nilai Adjusted (R?) dianggap bernilai O (nol). Secara
metematis jika nilai = 1 maka Adjusted (R?) = 1 dan bernilai positif,
sedangkan jika nilai (R?) = 0 maka Adjusted (R?) — (1-k) (n-k) dan akan

bernilai negatif (Meiryani, 2021).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum BAPENDA Kabupaten Lamongan
a. Deskripsi Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi
Jawa Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan berada di
Kecamatan Lamongan. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu
wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya yaitu
Gerbangkertosusila. Secara geografis Kabupaten Lamongan terbentang
antara 6°51° - 7°23” Lintang Selatan dan 112°33” - 112°34” Bujur Timur.
Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km? atau
+3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan
terdiri atas 27 kecamatan dan 476 desa (Pemkab Lamongan).
1. Batas administrasi

Secara geografis batas wilayah administrasi Kabupaten Lamongan:

Utara . Laut Jawa

Timur : Kabupaten Gresik

Selatan : Kabupaten Jombang dan Mojokerto

Barat  : Kabupaten Bojonegoro dan Tuban
2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Lamongan 1.812.8 km? yang terbagi menjadi

27 Kecamatan dan 476 Desa, sebagai Ibukota Kabupaten Lamongan

50
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3. Demografi
Berdasarkan data registrasi penduduk akhir tahun 2023 penduduk
Kabupaten Lamongan sebanyak 1.379.628 jiwa.
4. Topografis
Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari
ketinggian wilayah di atas permukaan laut. Kabupaten Lamongan
terdiri dari dataran rendah dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas
50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68%,
selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan
air laut. Jika dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah
Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena
hampir 72,5% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan
0-2% yang tersebar di kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran,
Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah,
Karangbinagun, Mantup, Sugio, Kedungpring, Sebagian Bluluk,
Modo, dan Sambeng. Sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya
adalah sangat curam atau kurang dari 1% (0,16%) yang mempunyai
tingkat kemiringan lahan 40% lebih.
b. Sejarah Instansi
Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah, maka
Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat

Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.
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Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintahan Kabupaten Lamongan
telah membentuk Badan Pendapatan Daerah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti
dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang
kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Bapenda
Kabupaten Lamongan.

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan
Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan
memiliki tugas "Melaksanakan Kewenangan Urusan Keuangan di Bidang
Pendapatan Daerah”. Dengan itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.

2. Perencanaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah.

3. Pembinaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah

4. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan daerah

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

c. Visi dan Misi

Menjadi SKPD penghimpunan Pendapatan Asli Daerah yang kredibel,

berintegrasi, berdedikasi, dan akuntabel dalam rangka membiayai

pembangunan daerah demi kemakmuran rakyat Lamongan. Visi adalah
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cara pandang jauh ke depan yang di dalamnya mencerminkan apa yang
ingin dicapai dan ke mana organisasi akan diarahkan agar dapat eksis,
antisipatif dan inovatif. Jadi visi Bapenda Kabupaten Lamongan adalah
cita-cita yang menggambarkan akan dibawa ke mana Bapenda dimasa
mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah,
tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat. Sejalan dengan visi
pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, maka Bapenda Kabupaten Lamongan memiliki tekad untuk
memberikan pelayanan dalam berbagai aspek dengan mewujudkan "3T"
yakni pelayanan secara tertib, teratur dan tepat waktu.
1. Visi
Adapun visi Bapenda Kabupaten Lamongan adalah "Lamongan Lebih
Sejahtera dan Berdaya Saing”.
2. Misi
a. Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui
peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
b. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan
mengoptimalkan potensi daerah.
c. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan.
d. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik.
e. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai

dengan menjunjung tinggi budaya lokal.
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4.1.2 Gambaran Umum Pajak Restoran Kabupaten Lamongan

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang
memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli
daerah (PAD). Pajak ini dikenakan atas pelayanan penjualan makanan
dan/atau minuman oleh pelaku usaha restoran, rumah makan, warung,
kantin, jasa boga (catering), serta usaha sejenis lainnya. Pajak restoran
bersifat mengikat dan memaksa dengan tarif sebesar 10% dari jumlah
pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh wajib pajak
restoran. Kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak berada
pada pihak pengusaha restoran sebagai wajib pajak sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12
Tahun 2010.

Pajak restoran tidak hanya menjadi kewajiban hukum bagi pelaku usaha
tetapi juga merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Dengan meningkatnya penerimaan pajak dari sektor restoran maka semakin
besar pula kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan
publik, membangun infrastruktur, dan menciptakan lingkungan usaha yang
lebih kondusif oleh karena itu kepatuhan wajib pajak restoran sangat
menentukan keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan data dari Bapenda Kabupaten Lamongan, penerimaan
pajak restoran selama periode tahun 2020-2023 mengalami fluktuasi.
Berikut data target realisasi pajak restoran dan jumlah wajib pajak restoran

di Kabupaten Lamongan pada tabel 4.1 dan 4.2 sebagai berikut:
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Data Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Lamongan
Tahun 2020 — 2023

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) %
2020 6.524.000.000 6.494.428,705 99.55
2021 6.740.000.000 5.432.940.199 80.61
2022 7.430.000.000 8.265.728.031 111.25
2023 9.885.000.000 9.569.023.252 96.80
Rata-Rata 7.644.750.000 5.818.546.478 105.40

Sumber: Bapenda Lamongan (2024)

Tabel 4.2
Data Jumlah Wajib Pajak Restoran Kabupaten Lamongan
Tahun 2020 -2023

Tahun Jumlah Wajib Pajak Restoran
2020 157
2021 141
2022 149
2023 168

Sumber: Bapenda Lamongan (2024)

Sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaporan pajak, pemerintah Kabupaten Lamongan telah menerapkan
penggunaan perangkat tapping box. Tapping box adalah alat yang dipasang
oleh sistem kasir restoran untuk mengurangi potensi manipulasi data transaksi
seacara real-time. Penerapan teknologi ini bertujuan untuk mengurangi potensi
manipulasi data transaksi dan meningkatkan efektivitas pengawasan pajak.
Jumlah wajib pajak restoran pengguna tapping box di tahun 20 23 sebanyak 73

restoran.

4.2 Deskripsi Karakteristik Responden
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui

penyebaran kuesioner kepada seluruh populasi yang terdiri dari 73 wajib pajak
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restoran yang telah menggunakan tapping box. Namun dari jumlah tersebut
hanya 68 responden yang bersedia mengisi dan mengembalikan kuesioner
secara lengkap, sedangkan 5 responden lainnya menolak untuk mengisi dan
juga tidak mengembalikan kuesioner. Oleh karena itu analisis data dalam
penelitian ini hanya dilakukan terhadap 68 responden yang datanya dapat
diolah. Hasil analisis dari hal-hal tersebut disajikan dalam bentuk tabel di
bawah ini:
a. Jenis Kelamin
Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel
4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%)
Laki-Laki 26 38,2
Perempuan 42 61,8
Jumlah 68 100%

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4.3 jumlah responden laki-laki sebanyak 26 orang

dengan persentase 38,2% dan jumlah responden perempuan sebanyak 46

orang dengan persentase 62,8%.

. Pendidikan Terakhir

Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada

tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase (%)
SMP 1 1,47
SMA/SMK 40 58,82
D3 9 13,24




57

Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase (%)
D4/S1 18 26,47
S2 - -
Jumlah 68 100%

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas terlihat bahwa responden yang
berpendidikan terakhir SMP sebanyak 1 dengan persentase 1,47%,
responden yang berpendidikan SMA/SMK sebanyak 40 dengan persentase
58,2%, responden yang berpendidikan terakhir D3 sebanyak 9 dengan
persentase 13,24%, dan responden yang berpendidikan terakhir D4/S1
sebanyak 18 dengan persentase 26,47%. Dari data tersebut dapat
disimpulkan bahwa pendidikan terakhir responden terbanyak vyaitu
berpendidikan terakhir SMA/SMK.

Lamanya Restoran Beroperasi

Deskripsi responden berdasarkan lamanya restoran beroperasi dapat

dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Restoran Beroperasi

Tahun Beroperasi Jumlah Persentase (%)
<1 Tahun 2 2,94
1 -3 Tahun 12 17,65
4 — 6 Tahun 33 48,53
> 6 Tahun 21 30,88
Jumlah 68 100%

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas terlihat bahwa responden dengan lama
restoran beroperasi antara 4-6 tahun merupakan mayoritas yaitu sebanyak
33 restoran dengan persentase 48,53%, responden dengan lama beroperasi
lebih dari 6 tahun menduduki posisi kedua terbanyak yaitu sebanyak 21

restoran dengan persentase 30,88%. Selanjutnya responden dengan lama
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restoran beroperasi antara 1-3 tahun berjumlah 12 restoran dengan
persentase 17,65%, dan responden dengan lama beroperasi kurang dari 1
tahun merupakan karakteristik responden terkecil, yaitu 2 restoran dengan
persentase 2,94%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian
besar restoran yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki
pengalaman operasional yang cukup signifikan dengan karakteristik
terbanyak pada bagian 4-6 tahun beroperasi.
. Status Sanksi Pajak

Deskripsi responden berdasarkan status sanksi pajak dapat dilihat pada
tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Status Sanksi Pajak

Status pernah dikenai sanksi Jumlah Persentase (%)
lya, Pernah 22 32,35
Tidak Pernah 46 67,65
Jumlah 68 100%

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas terlihat bahwa karakteristik responden
berdasarkan status pernah dikenai sanksi pajak, mayoritas responden yaitu
sebanyak 46 restoran dengan persentase 67,65% menyatakan tidak pernah
dikenai sanksi pajak dan terdapat 22 restoran dengan persentase 32,35%
yang pernah mengalami dikenai sanksi pajak. Data ini menunjukkan bahwa
sebagian besar responden memiliki catatan kepatuhan wajib pajak yang
baik. Namun, perlu diperhatikan bahwa di data tersebut masih terdapat
sejumlah signifikan restoran yang pernah dikenai sanksi pajak, yang dapat
diartikan adanya tantangan dalam pemahaman atau pemenuhan kewajiban

perpajakan bagi sebagian pelaku usaha restoran.
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4.3 Deskripsi Jawaban Responden
Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini berupa data kuesioner yang
menggunakan Skala Likert dibuat dalam bentuk pilihan ganda. Menurut
Sugiyono (2019), menyatakan bahwa Skala Likert adalah skala yang digunakan
untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok
orang tentang fenomena sosial dan skala yang berisi lima tingkat preferensi

jawaban dengan rincian sebagai berikut:

[

. Jawaban poin Sangat Setuju (SS) dengan skor 5.

N

. Jawaban poin Setuju (S) dengan skor 4.

3. Jawaban poin Kurang Setuju (KS) dengan skor 3.

4. Jawaban poin Tidak Setuju (TS) dengan skor 2.

5. Jawaban poin Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1.

4.3.1 Penerapan Tapping Box (X1)

Penerapan Tapping Box (X1) diukur berdasarkan penilaian dari
beberapa indikator. Berikut ini hasil tanggapan responden dari kuesioner
yang di distribusikan kepada 68 responden dan telah diolah sesuai dengan
tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Tanggapan dan Penilaian Responden tentang Penerapan
Tapping Box (X1)

Jawaban Mean Mean

STS| TS [ KS | s | ss| item | indikator

Pemahaman wajib pajak terhadap fungsi dan tujuan
tapping box

Saya memahami fungsi

utama dari tapping box 1 2 19 | 23 | 23 3,9 41

dalam pencatatan pajak.

Pertanyaan/Pernyataan
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Pertanyaan/Pernyataan

Jawaban

STS

TS

KS

SS

Mean
item

Mean
indikator

Saya mengetahui tujuan
pemasangan tapping box
untuk meningkatkan

transparansi pajak.

11

17

36

4,2

Tingkat keberhasilan alat dalam mencatat transaksi

secara real-time

Tapping box mencatat
transaksi dengan akurat
dan real-time.

19

40

44

Tidak pernah terjadi
gangguan atau kesalahan
pencatatan transaksi oleh
tapping box.

13

19

32

41

4,3

Kepercayaan wajib

pajak pada tapping

box

Saya percaya bahwa
penggunaan tapping box
dapat meningkatkan
transparansi pajak.

18

23

26

4,0

Saya merasa nyaman
dengan keberadaan
tapping box di restoran

saya.

19

15

22

3,6

3,9

Kesesuaian antara data transaksi yang terekam dengan
pelaporan pajak

Data yang terekam dalam
tapping box sesuai dengan
laporan pajak saya.

8

16

20

24

3,8

Saya selalu mencocokkan
data transaksi dari tapping
box dengan laporan pajak
sebelum menyetorkan

pajak.

18

21

25

4,9

4,0

Kecepatan dan keandal

monitoring

an teknologi dalam

sistem

Tapping box dapat diakses
dan dipantau dengan
mudah.

1

16

16

33

4,1

Sistem pemantauan pajak
melalui tapping box
berjalan lancar dan tanpa
kendala teknis

17

18

31

4,1

41

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)



4.3.2

61

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi
tanggapan responden sebesar 4,3 yang terdapat pada indikator “Tingkat
keberhasilan alat dalam mencatat transaksi secara real-time”. Hal ini
menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang sangat positif
terhadap kemampuan tapping box dalam mencatat transaksi secara akurat.
Selain itu terdapat nilai rata-rata terendah tanggapan responden sebesar 3,9
yang terdapat pada indikator “Kepercayaan wajib pajak pada tapping box”.
Hal ini mengartikan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem
tapping box secara keseluruhan cenderung lebih rendah dibandingkan
persepsi mereka terhadap kemampuan pencatatan secara real-time.
Penegakan Sanksi Pajak

Penegakan sanksi pajak (X2) diukur berdasarkan penilaian dari
beberapa indikator. Berikut ini hasil tanggapan responden dari kuesioner
yang di distribusikan kepada 68 responden dan telah diolah sesuai dengan
tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Tanggapan dan Penilaian Responden tentang Penerapan
Sanksi Pajak (X5)

Jawaban Mean Mean
STS\ TS \ KS \ S \ SS | item | indikator

Pertanyaan/Pernyataan

Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus
dikenai sanksi

Saya mengetahui bahwa
keterlambatan dalam

melaporkan dan membayar, 1 2 19 | 23 | 23 3,9
pajak akan dikenakan
sanksi. 4,0

Saya tidak pernah
mendapatkan sanksi
karena selalu membayar
pajak tepat waktu.
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Jawaban

Pertanyaan/Pernyataan

STS

TS

KS

STS

Mean
item

Mean
indikator

Saya merasa penerapan
sanksi pajak sudah
dilakukan secara adil dan
konsisten.

18

26

4,0

Saya melihat bahwa sanksi
pajak diterapkan kepada
seluruh wajib pajak tanpa
pengecualian.

16

15

33

4,1

4,1

Sanksi digunakan untuk meningkatkan
pajak

kepatuhan wajib

Saya menjadi lebih patuh
dalam membayar pajak
setelah mengetahui adanya
sanksi pajak.

25

44

Sanksi pajak membuat
saya lebih disiplin dalam
melaporkan dan membayar
pajak tepat waktu.

29

32

4,3

4.4

Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Jika sanksi dihapuskan
saya tetap akan membayar
pajak tepat waktu.

2

18

14

34

4.1

Saya merasa kepatuhan

wajib pajak tidak selalu

bergantung pada adanya
sanksi.

15

20

30

4,1

4.1

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi

tanggapan responden sebesar 4,4 ditunjukkan oleh indikator “Sanksi

digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak”.

Hal ini

menunjukkan bahwa responden memiliki keyakinan yang kuat bahwa

penerapan sanksi memiliki peran signifikan dalam mendorong wajib pajak

untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Sedangkan nilai rata-rata

terendah tanggapan responden sebesar 4.0 ditunjukkan oleh indikator

“keterlambatan melaporkan dan membayar pajak harus dikenai sanksi”,
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artinya responden kurang setuju bahwa keterlambatan melaporkan dan
membayar pajak harus dikenai sanksi.
Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak (Y) diukur berdasarkan penilaian dari beberapa
indikator. Berikut ini hasil tanggapan responden dari kuesioner yang di
distribusikan kepada 68 responden dan telah diolah sesuai dengan tabel 4.9

Tabel 4.9
Tanggapan dan Penilaian Responden tentang Kepatuhan
Wajib Pajak Restoran ()

Jawaban Mean Mean
SS| S | KsS| TS |sTs| item | indikator

Pertanyaan/Pernyataan

Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri

Saya telah mendaftarkan
restoran saya sebagai
wajib pajak sesuai
peraturan yang berlaku

- - 5 29 34 4.4 4.4

Kepatuhan wajib pajak untuk dapat menyetorkan kembali
surat pemberitahuan secara tepat waktu

Saya selalu melaporkan
pajak restoran dengan
tepat waktu setiap periode
pajak.

- - 13 | 21 | 32 4,3

Saya tidak pernah 43
terlambat dalam
menyetorkan surat - - 11 | 23 | 34 4,3
pemberitahuan pajak
(SPT).

Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang
terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak

Saya selalu menghitung
pajak yang terutang sesuai
dengan peraturan yang
berlaku.

- - 16 | 20 | 32 4.2

Saya tidak pernah 4.2

mengurangi jumlah pajak
yang seharusnya

dibayarkan.
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Jawaban Mean Mean
STS| TS | KS | S | SS | item | jndikator

Kepatuhan dari wajib pajak atas pembayaran dari tunggakan
pajaknya baik itu pada surat tagihan pajak ataupun surat
ketetapan pajak
Jika ada tunggakan pajak,
saya segera melakukan

pembayaran sesuai
ketentuan
Saya selalu berusaha
menghindari tunggakan
pajak dengan membayar
tepat waktu.

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Pertanyaan/Pernyataan

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai rata-rata tertinggi
tanggapan responden sebesar 4,4 ditunjukkan oleh indikator “kepatuhan
wajib pajak dalam mendaftarkan diri” yang berarti tingkat kepatuhan yang
sangat tinggi dari responden dalam memenuhi kewajiban awal sebagai
wajib pajak, yaitu melakukan pendaftaran sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Sedangkan nilai rata-rata terendah tanggapan responden sebesar
4,1 ditunjukkan oleh indikator “kepatuhan dari wajib pajak atas pembayaran
dari tunggakan pajaknya baik itu surat tagihan ataupun surat ketetapan
pajak” yang berarti kepatuhan responden sedikit lebih rendah Kketika
dihadapkan pada situasi tunggakan pajak, baik dalam hal niat untuk segera

membayar maupun upaya untuk menghindari terjadinya penunggakan.

4.4 Hasil Analisis Data
4.4.1 Uji Instrumen Penelitian
a. Uji Validitas
Pada penelitian ini digunakan kuesioner untuk mengumpulkan data

penelitian responden. Suatu data kuesioner dikatakan valid jika pernyataan
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pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur
oleh kuesioner tersebut. Dalam uji validitas ini suatu butir pernyataan atau
variabel dinyatakan valid jika r-hitung lebih besar dari r-tabel. Berikut ini
hasil dari pengamatan kuesioner tentang uji validitas diambil dari data yang
sudah diolah melalui software SPSS for windows versi 26, hasil dari data
yang sudah diolah sudah tampak seperti pada tabel 4.10 di bawah ini:

Tabel 4.10
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel Pernyataan R Hitung | R Tabel Sig Keterangan
X1.1 0,620 0,239 0,000 Valid
X1.2 0,578 0,239 0,000 Valid
X1.3 0,526 0,239 0,000 Valid
Tapping X1.4 0,545 0,239 0,000 Val?d
Box (X1) X15 0,465 0,239 0,000 Val!d
X1.6 0,468 0,239 0,000 Valid
X1.7 0,579 0,239 0,000 Valid
X1.8 0,521 0,239 0,000 Valid
X1.9 0,620 0,239 0,000 Valid
X1.10 0,583 0,239 0,000 Valid
X2.1 0,562 0,239 0,000 Valid
X2.2 0,608 0,239 0,000 Valid
Sanksi X2.3 0,508 0,239 0,000 Valid
Pajak (X2) X2.4 0,659 0,239 0,000 Valid
X2.5 0,385 0,239 0,001 Valid
X2.6 0,420 0,239 0,000 Valid
X2.7 0,533 0,239 0,000 Valid
X2.8 0,659 0,239 0,000 Valid
Y.l 0,596 0,239 0,000 Valid
Y.2 0,683 0,239 0,000 Valid
Ke"wgha” Y3 0,613 0,239 | 0,000 Valid
Y4 0,480 0,239 0,000 Valid
Restoran -
) Y.5 0,539 0,239 0,000 Val!d
Y.6 0,690 0,239 0,000 Valid
Y.7 0,420 0,239 0,000 Valid

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)
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Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan variabel tapping box, sanksi
pajak dan kepatuhan wajib pajak restoran menunjukkan bahwa nilai
koefisien korelasi yang di mana nilai r-hitung di semua pernyataan memiliki
nilai lebih besar dari r-tabel yaitu 0,239 jadi seluruh butir pernyataan
ataupun indikator terbukti valid.

. Uji Reliabilitas

Reliabilitas suatu data dikatakan reliabel apabila memiliki nilai
Cronbach’s Alpha > 0,60 (Sugiyono, 2019). Berdasarkan hasil perhitungan
yang dilakukan dengan software SPSS for windows versi 26, pengujian
reliabilitas pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11
Rekapitulasi Hasil Uji Realiabilitas Instrumen Penelitian

Variabel Cronbach’s Alpha | Keterangan
Alpha
Tapping Box (X1) 0,738 0,60 Reliabel
Sanksi Pajak (X2) 0,668 0,60 Reliabel
gf)pat”han Wajib Pajak 0,653 0,60 | Reliabel

Sumber: Data Output SPSS Statistics 26 (2025)

Berdasarkan tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan
mengenai Tapping Box (X1), Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak () dalam kuesioner dikatakan reliabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai
Cronbach’s Alpha > 0,60 hal ini merujuk bahwa nilai Cronbach’s Alpha

lebih besar dari 0,60 yang berarti semua pernyataan dikatakan reliabel.
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4.4.2 Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi dalam
penelitian ini menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan
signifikansi 0,05. jika nilai sig > 0,05 maka data tersebut berdistribusi secara
normal, dan jika nilai sig < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal.
Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan software SPSS for
windows versi 26, pengujian normalitas pada penelitian ini ditunjukkan pada
tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas

Model Kolmogorov- Kriteria Keterangan
Smirnov Z
Unstanglardlzed ,181 > 0,05 Data Normal
Residual

Sumber: Data Output SPSS Statistics 26 (2025)

Hasil data pada tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa pada kolom
Kolmogorov-Sminov dapat diketahui nilai signifikansi Asmyp. Sig. (2-tailed)
lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,181. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa data berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan apakah terdapat
korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas dalam model
regresi. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai
VIF dan tolerance. Dua ukuran ini menunjukkan sejauh mana variabel

independen dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya.
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Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dengan menggunakan
keputusan, jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan nilai
Tolerance (TOL) > 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari
multikolinearitas (Ghozali, 2021). Berdasarkan hasil perhitungan yang
dilakukan dalam software for windows versi 26 pengujian multikolinearitas
pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13
Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas Tolerance VIF Keterangan
Value

Penerapan Tapping Box

(X1) ,897 1,115 Non Multikolineritas

Sanksi Pajak (X2) ,897 1,115 | Non Multikolineritas

Sumber: Data Output SPSS Statistics 26 (2025)

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, maka dapat diketahui nilai tolarence dan
nilai VIF untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan Tapping Box nilai tolerance sebesar 0,897 > 0,1 dan nilai VIF
sebesar 1,115 < 10, sehingga variabel penerapan tapping box dinyatakan
tidak terjadi gejala multikolinearitas.

2. Sanksi pajak nilai tolerance sebesar 0,897 > 0,1 dan nilai VIF sebesar
1,115 < 10, sehingga variabel sanksi pajak dinyatakan tidak terjadi
gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap sama, maka disebut homoskedastisitas dan jika
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berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang
homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Berikut ini tampilan
grafik Scatterplot dari model regresi dalam penelitian ini disajikan pada

gambar 4.1

Scatterplot
Dependent Variable: Y Kepatuhan WP

Regression Studentized Residual

Regression Standardized Predicted Value

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Output SPSS Statistics 26 (2025)

Berdasarkan scatterplot pada gambar di atas, secara visual terlihat titik
data residual menyebar secara acak, yang di mana data tersebut tidak
membentuk pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar di atas
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Dalam analisis grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan.
Oleh karena itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin
keakuratan hasil. Uji statistik yang digunakan adalah dengan Uji Glejser
melalui regresi nilai absolute residual dengan variabel independennya. Nilai

sig lebih besar dari 0,05. hasil statistik dapat dilihat di tabel 4.14 berikut:
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Tabel 4.14
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model Sig Keterangan
(Constant) ,978
Tapping Box (X1) ,367 Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Pajak (X2) ,759 Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Output SPSS Statistics 26 (2025)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji glejser pada tabel
4.14 di atas, dapat dilihat bahwa nilai sig pada variabel tapping box sebesar
0,367 > 0,05 dan nilai sig pada sanksi pajak sebesar 0,759 > 0,05 sehingga
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena masing-
masing variabel independen terhadap residualnya lebih besar dari nilai
signifikansi (0,05).

. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah terjadi
korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Secara
sederhana analisis regresi bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel
bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara
observasi dengan data observasi sebelumnya. Model regresi yang baik
adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahuinya dengan
cara membandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel Durbin-Watson.:
1. Jika D-W < DI atau D-W > 4 — DI, kesimpulannya pada data tersebut

terdapat autokorelasi.

2. Jika Du < D-W <4 —Du, kesimpulannya pada data tersebut tidak terjadi
autokorelasi.

3. Tidak ada kesimpulan jika: DI < D-W < Du atau 4 — Du < D-W >4 — DI
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Apabila hasil uji Durbin-Waston tidak dapat disimpulkan apakah
autokorelasi atau tidak maka dilanjutkan dengan runs test. Hasil dari
pengujian autokorelasi pada penelitian ini ditunjukkan seperti pada tabel
4.15 sebagai berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Autokorelasi

Model du Durbin-Watson 4-du Keterangan
1 1,6678 2,093 2,3322 | Tidak ada autokorelasi
Sumber: Data Output SPSS Statistics 26 (2025)

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, nilai DW dapat diketahui sebesar 2,241,
nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5% dengan
jumlah sampel 68 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k = 2), maka
diperoleh nilai DI tabel adalah sebesar 1,5470 (4 — 1,5470 = 2,453) dan nilai
Du sebesar 1,6678 (4 —1,6678 = 2,3322). Maka Du<D-W <4 —-Du (1,6678
< 2,093 < 2,3322) hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat

autokorelasi.

Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui variabel independen untuk
mengetahui variabel dependen. Syarat yang digunakan untuk mengetahui
uji linearitas adalah dengan melihat hasil analisis pada jalur linearity, jika
nilai liniearity > 0,05 maka terdapat hubungan antara variabel independen
dengan variabel dependen. Hasil dari pengujian linearitas pada penelitian

ini ditunjukkan seperti pada tabel 4.16 sebagai berikut:
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Tabel 4.16
Hasil Uji Linearitas

Indikator Nilai Sig Kondisi Keterangan
Y-X1 0,131 > 0,05 Data Linier
Y-X2 0,414 > 0,05 Data Linier

Sumber: Data Output SPSS Statistics 26 (2025)

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada
indikator Y-X1 adalah 0,131, nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel
independen (Penerapan tappping box) dengan variabel dependen
(Kepatuhan wajib pajak restoran). Untuk hubungan antara Y-X2 nilai
signifikansi adalah 0,414, nilai ini juga lebih besar dari 0,05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel
independen (Sanksi pajak) dengan variabel dependen (Kepatuhan wajib
pajak restoran).

Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel penerapan
tapping box, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
restoran. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan
untuk menguji pengaruh variabel independen (X) variabel dependen ()

sebagai berikut:
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Perhitungan Rumus Regresi Berganda:

Y=o+ B,X; +B.X,+ €

Keterangan :

Y = Variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak Restoran)
X1 = Penerapan Tapping Box

X, = Sanksi Pajak

a = Konstanta

B = Slope atau Koefisien estimate.

€ = Error

Pengujian dilakukan dengan bantuan SPSS didapatkan seperti tabel

4.17 sebagai berikut:

Tabel 4.17
Uji Regresi Linier Berganda

Unstandardized
Coefficients

Model Sig. Keterangan
B Std.
Error
1 | (Constant) 7,247 3,944 071

Penerapan ..

Tapping Box | 143 062 024 Berpg?gﬁirﬁﬂaios'“f
(X1) J

Sanksi Pajak .

(X2) 485 114 000 Berpengaruh Positif

Signifikan

Sumber: Data Output SPSS Statistics 26 (2025)

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan bahwa variabel penerapan
tapping box (X1) sebagai variabel independen memiliki koefisien regresi
sebesar 0,143 dengan nilai signifikansi 0,024 < 0,05. Tingkat
signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka (H1) diterima yang artinya

penerapan tapping box berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
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restoran. Variabel sanksi pajak (X2) sebagai variabel independen memiliki
koefisien regresi sebesar 0,485 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05.
Tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka (H2) diterima yang artinya
sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda dari tabel 4.17 maka persamaan

regresi linier yang terbentuk sebagai berikut:

Y =7,247+0,143X, + 0,485 X, + e

Berdasarkan tabel 4.17, maka dapat diperoleh persamaan regresi linier
berganda adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (o) sebesar 7,247 dengan tanda positif yang berarti
apabila variabel independen (Penerapan tapping box dan sanksi pajak)
bernilai nol, maka nilai variabel independen (Y) adalah sebesar 7,247
satuan, dengan asumsi variabel independen lain dalam kondisi konstan.

2. Variabel penerapan tapping box (X1) diperoleh koefisien sebesar 0,143
dengan tanda positif yang berarti apabila variabel penerapan tapping box
meningkat sebesar 1 satuan, maka hasil kepatuhan wajib pajak restoran
(Y) akan meningkat sebesar 0,143 satuan, dengan asumsi bahwa
variabel independen lain (sanksi pajak) dalam keadaan konstan.

3. Variabel sanksi pajak (X2) diperoleh koefisien sebesar 0,485 dengan
tanda positif yang berarti apabila variabel sanksi pajak meningkat
sebesar 1 satuan, maka hasil maka hasil kepatuhan wajib pajak restoran
(Y) akan meningkat sebesar 0,485 satuan, dengan asumsi bahwa
variabel independen lain (Penerapan tapping box) dalam keadaan

konstan.
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4. Simbol “e” merupakan error term atau residual, yang mencerminkan
pengaruh variabel-variabel lain di luar model yang juga dapat
mempengaruhi nilai variabel kepatuhan wajib pajak restoran ().

4.4.4 Pengujian Hipotesis
a. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model atau uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh
variabel independen (Penerapan tapping box dan sanksi pajak) secara
simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan
wajib pajak restoran. Hasil pengolahan data SPSS uji signifikansi simultan
ditunjukkan pada tabel 4.18 berikut ini:

Tabel 4.18
Hasil Analisis Uji Kelayakan Model ( Uji f)

Model F Sig Keterangan
1 | Regression 80.448 ,000° Berpengaruh
Residual simultan
Total

Sumber: Data Output SPSS Statistics 26 (2025)

Berdasarkan tabel 4.18 hasil uji kelayakan model (uji F), menunjukkan
bahwa Fhitung > Fraber (80.448 > 3,139) dan nilai signifikansi sebesar
0,000, di mana nilai tersebut < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel
penerapan tapping box (X1) dan Sanksi pajak (X2) berpengaruh secara
bersama-sama signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (Y).

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel

independen (Penerapan tapping box dan sanksi pajak) terhadap variabel

dependen (kepatuhan wajib pajak restoran) secara parsial. Penetapan hasil
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uji t ini menggunakan signifikansi level 0,05 (a = 5%). Hasil pengolahan

data SPSS uji signifikansi parsial ditunjukkan pada tabel 4.19 sebagai

berikut:
Tabel 4.19
Hasil Analisis Uji Koefisien Parsial (Uji t)
Model Variabel t sig Keterangan
1. (Constatnt) 1,837 ,071
(X1) 2,310 ,024 H, diterima
(X2) 4,267 ,000 H, diterima

Sumber: Data Output SPSS Statistics 26 (2025)

Berdasarkan hasil uji t di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
Hasil uji hipotesis 1 (H1) yang menyatakan penerapan tapping box (X1)
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (YY) memiliki nilai
signifikansi sebesar 0,024 dengan arah positif. Variabel penerapan
tapping box memiliki nilai tpitung > traver (2,310 > 1,997) dan nilai
signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,024 < 0,05), maka H1 diterima dan
dapat disimpulkan bahwa penerapan tapping box (X1) berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (Y). Penerapan
tapping box dalam penelitian ini memiliki arah positif terhadap
kepatuhan wajib pajak restoran, sehingga apabila penerapan tapping box
meningkat maka kepatuhan wajib pajak restoran meningkat begitu juga
sebaliknya.

Hasil uji hipotesis 2 (H2) yang menyatakan sanksi pajak (X2)
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (YY) memiliki nilai

signifikansi sebesar 0,000 dengan arah positif. Variabel sanksi pajak
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memiliki nilai tyiqung > teaper (4,267 > 1,997) dan nilai signifikansi
kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05), maka H2 diterima dan dapat
disimpulkan bahwa sanksi pajak (X2) berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak restoran (Y). Sanksi pajak dalam penelitian ini
memiliki arah yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
Sehingga apabila sanksi pajak tinggi maka nilai kepatuhan wajib pajak
restoran semakin meningkat, begitu juga sebaliknya.
4.4.5 Koefisiensi Determinasi (R?)
Koefisiensi determinasi (R?) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.
Koefisien determinasi (R?) dapat dilihat pada tabel 4.20 sebagai berikut:

Tabel 4.18
Hasil Analisis Koefisiensi Determinasi (R?)

Adjusted R
R Keterangan
Square
,8592 , 729 Pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y adalah
sebesar 72,9%

Sumber: Data Output SPSS Statistics 26 (2025)

Berdasarkan hasil uji determinasi pada tabel 4.20, besarnya nilai
Adjusted R Square yaitu 0,729 (72,9%), yang memiliki arti bahwa
kemampuan variabel independen (penerapan tapping box dan sanksi pajak)
pada penelitian ini memiliki pengaruh sebesar 72,9% terhadap variabel
dependen (kepatuhan wajib pajak restoran). Sedangkan sisanya yaitu
sebesar 27,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam

penelitian.
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4.5 Pembahasan
Dari hasil penelitian data yang diolah SPSS 26 dapat diketahui
pembahasan mengenai uji hipotesis t dan uji hipotesis f, sebagai berikut:
1. Pengaruh Penerapan Tapping Box terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Restoran
Penerapan teknologi tapping box merupakan bagian digitalisasi
pengawasan perpajakan yang bertujuan meningkatkan transparansi dan
akurasi pelaporan transaksi usaha. Menurut Fitrya (2024) tapping box
adalah penggunaan alat teknologi berbasis perangkat keras dan perangkat
lunak yang terintegrasi untuk memantau dan merekam transaksi penjualan
secara otomatis dalam secara real-time. Sistem ini bekerja secara langsung
dan mengirimkan data tersebut ke instansi perpajakan. Tujuan utama dari
penerapan alat tersebut adalah untuk menekan potensi penggelapan pajak
serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran (Prayoga, 2021).
Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada Tabel 4.19 di mana

diperoleh nilai tpirung > twaber (2,310 > 1,997), serta nilai signifikansi

sebesar 0,024 < 0,05. Dengan demikian, H1 diterima yang berarti bahwa
penerapan tapping box berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan.

Pada penelitian ini penerapan tapping box menunjukkan arah pengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Bahwa semakin optimal
penggunaan tapping box dalam proses pencatatan transaksi penjualan, maka
semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Widyastuti, 2022).

Artinya bagi wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan tapping box
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berperan sebagai alat bantu yang memudahkan dalam pencatatan omzet
secara transparan dan akurat. Karena semua transaksi terekam secara
otomatis dan tidak mudah dimanipulasi dan menjadikan wajib pajak
menjadi lebih berhati-hati serta terdorong untuk bersikap jujur dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Namun jika arah pengaruhnya negatif maka hal tersebut dapat diartikan
bahwa pelaksanaan tapping box mengalami hambatan seperti gangguan
teknis, kurangnya pendampingan dan minimnya sosialisasi dari pihak
terkait. Dalam situasi seperti ini tapping box tidak lagi dipandang sebagai
alat bantu melainkan sebagai beban tambahan yang justru menimbulkan
sikap penolakan dan penghindaran sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak
restoran semakin menurun.

Berdasarkan persepsi responden yang disajikan pada tabel 4.8 indikator
“tingkat keberhasilan alat dalam mencatat transaksi secara real-time”
memperoleh skor rata-rata tertinggi sebesar 4,3. Sedangkan indikator
“kepercayaan wajib pajak pada tapping box” memperoleh skor rata-rata
terendah sebesar 3,9. Hal ini menunjukkan meskipun responden menilai
sistem tapping box sangat efektif dalam mencatat transaksi hamun masih
terdapat keraguan terhadap keandalannya secara keseluruhan maka
diperlukan upaya peningkatan kepercayaan penuh wajib pajak terhadap
sistem ini.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan Theory of Planned Behavior
yang digunakan dalam penelitian ini. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku

individu yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama,
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yaitu: sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku yang
dirasakan. Penerapan tapping box berperan dalam memperkuat kontrol
perilaku yang dirasakan karena memberikan efek pengawasan yang
membuat wajib pajak merasa bahwa aktivitas usaha mereka dipantau oleh
otoritas pajak. dengan demikian, niat untuk patuh cenderung meningkat dan
terwujud dalam tindakan nyata.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Raihan et al., (2021) menyatakan bahwa penerapan tapping box secara
signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak karena
meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pelaporan. Ditemukan juga
pada penelitian Jelina & Safitri (2024) yang menyimpulkan bahwa
penggunaan tapping box secara signifikan meningkatkan transparansi data
transaksi dan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran,
dan penelitian yang dilakukan oleh Ekarin (2024) menemukan bahwa
penggunaan tapping box secara efektif meningkatkan transparansi data
transaksi, sehingga berimplikasi pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.
Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Prasetyo (2022) yang menyimpulkan tapping box tidak berpengaruh
signifikan karena kurang maksimalnya pengawasan dan pembinaan
terhadap sistem oleh Bapenda.

Secara keseluruhan pada penelitian ini tapping box memiliki kontribusi
yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran,
khususnya jika didukung oleh peningkatan literasi digital dan pengawasan

yang berkelanjutan dari pemerintah.
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2. Pengaruh Penegakan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Restoran

Sanksi pajak adalah konsekuensi hukum bagi wajib pajak yang tidak
memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang
memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar, serta menjaga
keadilan dan keberlanjutan sistem perpajakan di suatu negara. Sanksi pajak
bertujuan untuk mendisiplinkan wajib pajak agar mereka memenuhi
kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu (Andreansyah, 2022).

Hasil pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh sanksi pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, dari hasil analisis pada tabel 4.19,
nilai thitung > traber (4,267 > 1,997) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 <
0,05. Dengan demikian, H2 diterima yang menyatakan bahwa sanksi pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran
di Kabupaten Lamongan.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa ada pengaruh yang positif antara
sanksi pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran. Semakin tegas
dan efektif sanksi pajak diterapkan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan
yang ditunjukkan oleh wajib pajak (Putra, 2022). Artinya bagi wajib pajak
restoran di Kabupaten Lamongan sanksi pajak menjadi alat pengendali yang
mendorong mereka untuk lebih disiplin dan patuh dalam memenuhi
kewajiban perpajakan. Kesadaran bahwa setiap pelanggaran akan dikenai
sanksi yang nyata dan tegas membuat mereka lebih berhati-hati dalam

melaporkan dan membayar pajak.
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Sebaliknya jika arah pengaruhnya negatif maka dapat diartikan bahwa
sanksi pajak justru menjadi faktor yang menurunkan kepatuhan. Hal ini bisa
disebabkan oleh penerapan sanksi yang tidak merata, terlalu berat atau tidak
dibersamai dengan pembinaan. Dalam hal ini pengusaha restoran di
Lamongan bisa merasa tertekan dan diperlakukan tidak adil, sehingga
muncul sikap enggan dan menolak untuk memenuhi kewajiban perpajakan
secara benar.

Berdasarkan persepsi responden yang disajikan dalam tabel 4.9 pada
indikator "Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak™
memperoleh rata-rata skor tertinggi sebesar 4,4. Sedangkan indikator
dengan nilai rata-rata terendah adalah “keterlambatan melaporkan dan
membayar pajak harus dikenai sanksi” dengan skor 4.0. Artinya wajib pajak
cenderung menyetujui peran sanksi dalam meningkatkan kepatuhan,
meskipun tidak seluruhnya setuju bahwa setiap keterlambatan harus
langsung dikenai sanksi.

Hasil ini sesuai dengan Deterrence Theory (Teori pencegahan) yang
digunakan pada penelitian ini. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan
menghindari pelanggaran hukum jika dikenai sanksi. Dalam penelitian ini
sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal yang
mampu menekan perilaku ketidakpatuhan. Wajib pajak akan
mempertimbangkan risiko hukuman sebagai konsekuensi dari pelanggaran,
sehingga mereka lebih memilih untuk patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Ariesta & Febriani (2024) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak yang
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diberlakukan secara efektif dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan
wajib pajak. Pada penelitian Supriatiningsih & Jamil (2021) menunjukkan
bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi di sektor jasa dan penelitian oleh Fadilah & Sapari
(2020) menyatakan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan merata
meningkatkan Kkedisiplinan pelaporan dan pembayaran pajak. Namun
penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang ditemukan oleh Rusni,
(2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan
terhadap penghindaran pajak karena lemahnya pelaksanaan dan kurangnya
pengawasan dari otoritas pajak.

Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan
sanksi perpajakan secara tegas merupakan langkah yang efektif dalam
membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak, tetapi harus dilakukan secara
adil, transparan dan konsisten terhadap seluruh wajib pajak.

3. Pengaruh Penerapan Tapping Box dan Sanksi Pajak terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan hasil uji F yang disajikan pada tabel 4.19 diperoleh nilai
Fhitung > Fraber (80.448 > 3,139) dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan tapping box dan sanksi
pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak restoran di Kabupaten Lamongan, sehingga hipotesis H3 dinyatakan
diterima. Artinya kedua variabel independen tersebut mampu menjelaskan
secara bersama-sama peningkatan tingkat kepatuhan para pelaku usaha

restoran terhadap kewajiban perpajakan mereka.
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Penerapan Tapping box berperan sebagai sistem pencatatan transaksi
secara otomatis dan real-time meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
transaksi, karena seluruh data penjualan terekam secara sistematis dan tidak
mudah dimanipulasi. Sementara itu sanksi pajak berperan sebagai alat
penegak disiplin, yang memberikan konsekuensi hukum terhadap
ketidakpatuhan wajib pajak (Jelina & Safitri, 2024).

Keberhasilan keduanya dibuktikan juga pada tabel 4.20 nilai Adjusted
R Square sebesar 0,729 yang menunjukkan bahwa sebesar 72,9% variasi
dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut,
sedangkan sisanya sebesar 27,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
dibahas dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara
penerapan tapping box dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib
pajak restoran. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara penggunaan
teknologi pencatatan transaksi secara otomatis dan penegakan hukum secara
konsisten dan efektif mampu memperkuat sistem pengawasan pajak daerah,
artinya bagi wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan penerapan
tapping box yang berjalan baik disertai penegakan sanksi yang tegas
membuat mereka merasa bahwa setiap aktivitas usahanya tidak hanya
tercatat secara otomatis, tetapi juga berada dalam pengawasan hukum yang
ketat.

Namun jika arah pengaruhnya menunjukkan hasil negatif maka hal inii
dapat dimaknai bahwa penerapan tapping box dan sanksi pajak dianggap

sebagai beban tambahan oleh para wajib pajak, seperti tapping box tidak
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berfungsi secara optimal, kurangnya sosialisasi atau pelatihan kepada
pelaku usaha. Selain itu jika sanksi pajak diterapkan secara tidak adil atau
tidak disertai dengan pembinaan maka hal ini dapat memicu penolakan dan
ketidakpuasan. Dengan hal ini wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan
bisa merasa tertekan dan akhirnya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap
aturan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hamid (2023), yang
menyatakan kombinasi antara sistem pencatatan elektronik dan penegakan
sanksi memberikan pengaruh simultan yang kuat terhadap kepatuhan pajak
di sektor restoran dan UMKM. Penelitian oleh Dewi (2022), menyebutkan
bahwa penerapan teknologi perpajakan yang didukung oleh penegakan
sanksi menghasilkan peningkatan kepatuhan yang signifikan pada wajib
pajak daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purwiyanti
& Laksito (2020), bahwa wajib pajak cenderung lebih patuh jika terdapat

sistem pelaporan yang transparan dan ancaman sanksi yang konsisten.

4.6 Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya kombinasi antara
penerapan teknologi tapping box dan pemberlakuan sanksi dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa tapping box tidak hanya berfungsi sebagai
alat perekam transaksi secara otomatis tetapi juga sebagai upaya peningkatan
transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak. dengan adanya tapping
box pemerintah daerah memiliki akses terhadap data transaksi secara langsung

sehingga dapat mengurangi potensi manipulasi laporan oleh wajib pajak.
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Berdasarkan hasil analisis terhadap sanksi pajak penelitian ini
menunjukkan bahwa sanksi pajak diterapkan secara tegas dan adil dapat
memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini sejalan dengan
tujuan diterapkannya sanksi pajak, yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan
kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan demikian
kombinasi antara penerapan tapping box dan penegakan sanksi pajak dapat
menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak restoran.

Selain itu, secara teoritis hasil penelitian ini mendukung teori
kepatuhan pajak khususnya teori pencegahan (deterrence theory) dan teori
perilaku terencana (theory planned behavior) yang menyatakan bahwa
kepatuhan pajak dan ancaman sanksi yang nyata. Penelitian ini juga dapat
menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam
faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti
pemahaman perpajakan, layanan pajak atau penggunaan sistem pajak berbasis
digital.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi
Bapenda Kabupaten Lamongan dalam menyusun kebijakan strategis untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Bapenda diharapkan dapat terus
mengoptimalkan penggunaan tapping box sebagai alat pemantauan transaksi
secara real-time, menegakkan sanksi pajak secara konsisten, serta
meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak agar memiliki
pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakannya. Temuan ini juga
dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha restoran untuk meningkatkan

kesadaran dalam melaporkan dan membayar pajak secara jujur dan tepat
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waktu. Dengan kepatuhan yang baik wajib pajak restoran tidak hanya
menghindari sanksi tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan
daerah melalui kontribusi pajak. Selain itu pelaporan pajak yang sesuai dengan
ketentuan akan membentuk citra usaha yang positif, profesional dan

berkelanjutan di mata masyarakat maupun pemerintah daerah.



BABV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan juga
pembahasan yang telah diuraikan mengenai Pengaruh Penerapan Tapping Box
dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi pada wajib
pajak restoran di Kabupaten Lamongan) maka dapat diperoleh kesimpulan
sebagai berikut:

1. Penerapan tapping box berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Semakin optimal
penerapan tapping box, maka tingkat kepatuhan wajib pajak restoran juga
semakin meningkat.

2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak restoran di Kabupaten Lamongan. Sanksi pajak yang diterapkan
secara adil dan konsisten dapat meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan
wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan.

3. Penerapan tapping box dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten
Lamongan. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum yang didukung
teknologi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara yang

lebih efisien.
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5.2 Saran
Peneliti menyadari masih terdapat keterbatasan yang muncul dalam
pelaksanaan penelitian ini. Oleh karena itu hasil penelitian ini belum dapat
dikatakan sempurna. Namun dengan penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi kepada berbagai pihak. Berdasarkan hasil penelitian
yang telah dilakukan serta keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat
peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, diharapkan
dapat terus mengoptimalkan implementasi tapping box sebagai alat
pengawasan pajak restoran, seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi
kepada wajib pajak mengenai manfaat dan cara penggunaan tapping box,
serta pentingnya transparansi dalam pelaporan pajak. Bapenda perlu
memperkuat sistem pengawasan dan pemantauan data tapping box secara
real-time untuk memastikan kepatuhan wajib pajak meminimalisir potensi
penggelapan pajak. Penegakan sanksi pajak juga harus dilakukan secara
konsisten dan adil untuk memberikan efek jera dan meningkatkan
kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi pihak restoran, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan
pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan wajib pajak. Restoran perlu
memanfaatkan tapping box secara optimal dan memastikan kesesuaian data
yang terekam dengan laporan pajak yang disetorkan.

3. Bagi para akademis dan pembaca dimasa yang akan datang dapat dijadikan
sumber informasi dan referensi yang berharga bagi akademis dan pembaca

yang tertarik dengan isu perpajakan daerah, khususnya terkait efektivitas
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tapping box dan penegakan sanksi pajak. hasil penelitian ini dapat
digunakan sebagai dasar pengembangan teori dan penelitian lebih lanjut
dibidang perpajakan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib
pajak.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini
dengan menambah metode penelitian yang lebih beragam, seperti
melakukan wawancara langsung kepada wajib pajak restoran ataupun
pihak-pihak terkait, sehingga memperoleh data yang lebih mendalam.
Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain
yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran, seperti kesadaran
pajak, tingkat pemahaman teknologi, kualitas pelayanan fiskus, atau insentif

pajak.
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Lampiran 1. Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth,
Bapak/Ibu, Pemilik/Pengelola Restoran
Di tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat
untuk menyelesaikan studi jenjang D3 Perpajakan di Institut Teknologi dan Bisnis
Ahmad Dahlan Lamongan, saya bermaksud mengadakan penelitian dengan judul
“Pengaruh Penerapan Tapping Box dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Restoran (Studi pada Wajib Pajak Restoran Kabupaten
Lamongan)”.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan kerendahan hati saya
mengharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi yang saya perlukan
guna mendapatkan data untuk penelitian ini. Jawaban yang diberikan akan dijaga
kerahasiaannya dan semata-mata hanya untuk kepentingan akademik. Besar
harapan saya agar Bapak/lbu dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan
sejujurnya, sehingga jawaban tersebut dapat saya gunakan untuk menganalisis data
yang tepat dan objektif. Atas waktu dan partisipasi Bapak/Ibu saya ucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat Saya

Adinda Berliana Eka A

Note: Jika ada pertanyaan atau kendala dalam pengisian, bisa menghubungi saya selaku
peneliti
Adinda Berliana Eka A (085850423312)



IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden

Jenis Kelamin [ ] Laki-Laki
Tingkat Pendidikan . [ ]smp
[ |sMA/SMK

X

Nama Restoran / Alamat
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[ | Perempuan

[ ] D4ss1
[ ]s2
[ ]ss3

Jabatan
Lama Usaha Restoran Berjalan . [ |Kurang dari 1 Tahun
[ ]1-3Tahun
[ ]4—6Tahun
[ | Lebih dari 6 Tahun
Apakah Restoran Anda pernah dikenai : |:| Ya, pernah
Sanksi Pajak? [ | Tidak Pernah

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pilihlah satu jawaban untuk setiap pertanyaan yang Anda anggap sesuai

dengan pendapat dan pengalaman Anda mengelola /menjadi bagian dari

pengelola wajib pajak restoran, dengan memberikan tanda (v/) atau (X) pada

kolom jawaban yang disajikan. Setiap pertanyaan terdiri dari lima alternatif

jawaban, sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
Angka 3 = Kurang Setuju (KS)
Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)



Variabel Pengaruh Penerapan Tapping Box
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No Pernyataan STS TS KS SS

1. | Saya memahami fungsi utama dari tapping
box dalam pencatatan pajak.

2. | Saya mengetahui tujuan pemasangan
tapping box untuk meningkatkan
transparansi pajak.

3. | Tapping box mencatat transaksi dengan
akurat dan real-time.

4. | Tidak pernah terjadi gangguan atau
kesalahan pencatatan transaksi oleh
tapping box.

5. | Saya percaya bahwa penggunaan tapping
box dapat meningkatkan transparansi
pajak.

6. | Saya merasa nyaman dengan keberadaan
tapping box di restoran saya.

7. | Data yang terekam dalam tapping box
sesuai dengan laporan pajak saya.

8. | Saya selalu mencocokkan data transaksi
dari tapping box dengan laporan pajak
sebelum menyetorkan pajak.

9. | Tapping box dapat diakses dan dipantau
dengan mudah.

10.| Sistem pemantauan pajak melalui tapping
box berjalan lancar dan tanpa kendala
teknis.

Variabel Sanksi Pajak
No Pernyataan STS | TS KS SS

1. | Saya mengetahui bahwa keterlambatan
dalam melaporkan dan membayar pajak
akan dikenakan sanksi.

2. | Saya tidak pernah mendapatkan sanksi
karena selalu membayar pajak tepat waktu

3. | Saya merasa penerapan sanksi pajak sudah
dilakukan secara adil dan konsisten.
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No Pernyataan STS | TS KS S SS

4. | Saya melihat bahwa sanksi pajak
diterapkan kepada seluruh wajib pajak
tanpa pengecualian.

5. | Saya menjadi lebih patuh dalam membayar
pajak setelah mengetahui adanya sanksi
pajak.

6. | Sanksi pajak membuat saya lebih disiplin
dalam melaporkan dan membayar pajak
tepat waktu.

7. | Jika sanksi pajak dihapuskan saya tetap
akan membayar pajak tepat waktu

8. | Saya merasa kepatuhan wajib pajak tidak
selalu bergantung pada adanya sanksi

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Restoran
No Pernyataan STS | TS | KS S SS

1. | Saya telah mendaftarkan restoran saya
sebagai wajib pajak sesuai peraturan yang
berlaku.

2. | Saya selalu melaporkan pajak restoran
dengan tepat waktu setiap periode pajak.

3. | Saya tidak pernah terlambat dalam
menyetorkan surat pemberitahuan pajak
(SPT).

4. | Saya selalu menghitung pajak yang
terutang sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

5. | Saya tidak pernah mengurangi jumlah
pajak yang seharusnya dibayarkan.

6. | Jika ada tunggakan pajak, saya segera
melakukan pembayaran sesuai ketentuan.

7. | Saya selalu berusaha menghindari

tunggakan pajak dengan membayar tepat
waktu
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Lampiran 2. Tabulasi Jawaban

Pengaruh Penerapan Tapping Box (X1)

Responden

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26

27
28

29
30
31

32

33
34
35
36
3

7

38
39
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Pengaruh Penerapan Tapping Box (X1)

Responden

40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52

53

54
55
56

57

58

59

60
61

62

63
64
65
66
67

68

Sanksi Pajak (X2

Responden
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Sanksi Pajak (X2)

Responden

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32

33
34
35
36
37

38
39
40
41

42

43

44
45

46

47

48

49

0
1

5
5
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Sanksi Pajak (X2)

Responden

Total Y

33
31

29
30
31

27
32

30
29
35
31

28
31

31

25
30
28
30
28
30
28

52

53

54
55
56

57

58

59

60
61

62

63
64
65
66
67

68

Kepatuhan Wajib Pajak Restoran
Y1 Y2|Y3|Y4|Y5|Y6]|YT

Responden

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
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Total Y

26
31

27

34
26
23
29
35

35

29
21

31

35

30
24

35

35

30
29
34
31

30
31

34
28

29
31

25
31

30
26

30
35

30
24
30
27
34
30
34
30

Kepatuhan WP (Y
Y1|Y2|Y3|Y4|YE5|Y6|YT

Responden

22
23
24
25

26
27

28
29
30
31

32

33
34
35
36
37
38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62




Responden Kepatuhan WP (¥ Total Y
Y1|Y2|Y3|Y4|YE5|Y6|YT
63 4 5 5 4 5 5 3 31
64 5 4 4 5 5 5 4 32
65 5 3 4 5 3 3 5 28
66 5 4 3 4 4 5 5 30
67 4 4 4 3 5 3 3 26
68 4 4 5 3 4 3 4 27

Lampiran 3. Data Karakteristik Responden

Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase (%)
Laki-Laki 26 38,2
Perempuan 42 61,8
Jumlah 68 100%

Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase (%)
SMP 1 1,47
SMA/SMK 40 58.82
D3 9 13,24
D4/S1 18 26,47
S2 - -
Jumlah 68 100%

Restoran Beroperasi

Tahun Beroperasi Jumlah Persentase (%)
<1 Tahun 2 2,94
13 Tahun 12 17,65
4 — 6 Tahun 33 48,53
> 6 Tahun 21 30,88
Jumlah 68 100%

Status Sanksi Pajak

Status pernah dikenai Jumlah Persentase (%)
sanksi
lya, Pernah 22 32,35
Tidak Pernah 46 67,65
Jumlah 68 100%




Lampiran 4. Deskripsi Jawaban Responden

Tapping Box (X1)
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Pertanyaan/Pernyataan Jawaban Mean . Mean
STS| TS | KS | S | ss | item | indikator
Pemahaman wajib pajak terhadap fungsi dan tujuan
tapping box
Saya memahami fungsi utama dari
tapping box dalam pencatatan 1 19 | 23 | 23 3,9
pajak. 4.1
Saya mengetahui tujuan
pemasangan tapping box untuk - 11 | 17 | 36 4,2
meningkatkan transparansi pajak.
Tingkat keberhasilan alat dalam mencatat transaksi
secara real-time
Tapping box mencatat tr_ansak3| i g 19 | 40 44
dengan akurat dan real-time.
Tidak pernah terjadi gangguan 4,3
atau kesalahan pencatatan - 13 | 19 | 32 41
transaksi oleh tapping box.
Kepercayaan wajib pajak pada tapping box
Saya percaya bahwa penggunaan
tapping box dapat meningkatkan - 18 | 23 | 26 4,0
transparansi pajak. 39
Saya merasa nyaman dengan ’
keberadaan tapping box di restoran| 4 19 | 15 | 22 3,6
saya.
Kesesuaian antara data transaksi yang terekam dengan
pelaporan pajak
Data yang terekam dalam tapping
box sesuai dengan laporan pajak - 16 | 20 | 24 3,8
saya.
Saya selalu mencocokkan data 4,0
transaksi dgrl tapping box dengan 1 18 | 21 | 25 39
laporan pajak sebelum
menyetorkan pajak.
Kecepatan dan keandalan teknologi dalam sistem
monitoring
Tfapplng box dapat diakses dan 1 16 | 16 | 33 41
dipantau dengan mudah.
Sistem pemantauan pajak melalui 41
tapping box berjalan lancar dan 1 17 | 18 | 31 4.1

tanpa kendala teknis




Sanksi Pajak (X2)
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Jawaban Mean Mean
Pertanyaan/Pernyataan . -
STS| TS| KS | s | ss| item | indikator
Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai
sanksi
Saya mengetahui bahwa
keterlambatan dalgm melaporkan 1 9 19 | 23 | 23 39
dan membayar pajak akan
dikenakan sanksi. 4.0
Saya tidak pernah mendapatkan
sanksi karena selalu membayar - 6 16 | 10 | 36 4.1
pajak tepat waktu.
Tingkat penerapan sanksi
Saya merasa penerapan sanksi
pajak sudah dilakukan secara adil 1 1 18 | 22 | 26 4.0
dan konsisten. 40
Saya melihat bahwa sanksi pajak '
diterapkan kepada seluruh wajib 1 3 16 | 15 | 33 4.1
pajak tanpa pengecualian.
Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Saya menjadi lebih patuh dalam
membayar pajak setelah - 2 3 25 | 38 4.4
mengetahui adanya sanksi pajak.

— - 4.4
Sanksi pajak membuat saya lebih
disiplin dalam melaporkan dan - 2 5 29 | 32 4.3
membayar pajak tepat waktu.

Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
Jika sanksi dlhapus_kan saya tetap i ) 18 | 14 | 24 a1
akan membayar pajak tepat waktu.
Saya merasa kepatuhan wajib 4.1
pajak tidak selalu bergantung pada| 2 1 15 | 20 | 30 4,1
adanya sanksi.
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)
Pertanyaan/Pernyataan Jawaban Mean . Mean
STS| TS | KS | S | sS | item | indikator
Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri

Saya telah mendaftarkan restoran
saya sebagai wajib pajak sesuai - - 5 29 | 34 4.4 4.4

peraturan yang berlaku

Kepatuhan wajib pajak untuk dapat menyetorkan kembali surat
pemberitahuan secara tepat waktu
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Pertanyaan/Pernyataan Jawaban Mean Mean
STS| TS | KS | S | SS | item | Indikator
Saya selalu melaporkan pajak
restoran dengan tepat waktu setiap| - - 13|21 | 34 4,3
periode pajak.
Saya tidak pernah terlambat dalam 4,3
menyetorkan surat pemberitahuan | - - 11 | 23 | 34 4,3
pajak (SPT).
Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang
dari penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak
Saya selalu menghitung pajak
yang terutang sesuai dengan - - 16 | 20 | 32 4.2
peraturan yang berlaku.
Saya tidak pernah mengurangi 4,2
jumlah pajak yang seharusnya - 1 12 | 25 | 30 4.2
dibayarkan.
Kepatuhan dari wajib pajak atas pembayaran dari tunggakan
pajaknya baik itu pada surat tagihan pajak ataupun surat ketetapan
pajak
Jika ada tunggakan pajak, saya
segera melakukan pembayaran - 1 19| 19 29 4,1
sesuai ketentuan
Saya selalu berusaha menghindari 41
tunggakan pajak dengan - 1 |17 | 18 32 4,2

membayar tepat waktu.




Lampiran 5. Uji Validitas

Validitas X1

Correlations
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%11 ¥1.2 X1.3 X1.4 ¥1.5 %16 X1.7 K18 %18 X110 TOTAL X1
%11 Pearson Carrelation 1 387" 153 262 213 299 242 259 3977 175 6207
Sig. (2-tailed) 001 212 031 081 013 047 033 001 153 000
1 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
¥1.2 Pearson Correlation 387 1 2417 191 028 186 232 263 3000 367 578"
Sig. (2-tailed) 001 048 118 818 129 057 037 013 002 000
N 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
X1.3 Pearson Correlation 153 2417 1 358" AT 129 182 279" 232 3337 526"
Sig. (2-tailad) 212 048 003 162 204 138 021 057 006 000
N 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
X1.4 Pearson Carrelation 262 181 388" 1 133 196 205 287 184 228 5457
Sig. (2-tailed) 031 119 003 281 110 094 020 133 062 000
1 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
¥1.5 Pearson Correlation 213 028 A7 133 1 047 253 4037 265 173 4657
Sig. (2-tailed) 081 &8 162 281 706 037 001 036 158 000
N 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
%1.8 Pearson Correlation 299" 186 128 196 047 1 214 -108 307 056 468"
Sig. (2-tailad) 013 129 204 110 706 079 375 011 651 000
N 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
X1.7 Pearson Carrelation 247 232 182 205 263 214 1 204 180 415" 579”7
Sig. (2-tailed) 047 057 138 094 037 079 095 142 000 000
1 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
¥1.8 Pearson Correlation 259 253" 279" 287 403" -109 204 1 207 198 5217
Sig. (2-tailed) 033 037 021 020 001 375 085 090 105 000
N 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
%1.9 Pearson Correlation 297" 300" 232 184 255 307 180 207 1 7 620"
Sig. (2-tailad) 001 013 057 133 036 011 142 090 008 000
N 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
X1.10 Pearson Carrelation 175 367 3337 228 173 056 415" 198 317" 1 583”7
Sig. (2-tailed) 153 002 006 062 159 651 000 105 008 000
M 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
TOTAL_X1  Pearson Correlation 620" 578" 5267 5457 465" 468" 5787 5217 620" 5837 1

Sig. (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
il 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

** Correlation is significant atthe 0.01 level (2-failed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
Uji Validitas X2
Correlations

%21 2.2 %23 X2, X2.5 X268 2.7 28 TOTAL_X2
X2.1 Pearson Correlation 1 71 227 131 2517 150 128 405" 562"
Sig. (2-tailed) 164 063 287 039 223 294 001 000
I 68 68 68 68 68 68 68 68 68
%22 Pearson Correlation A7 1 086 5707 046 157 206 244 608"
Sig. (2-tailed) 164 483 000 Al 201 0492 045 ,000
I 68 ] 68 8 68 68 ] 68 68
%23 Pearson Correlation 227 086 1 218 126 238 200 158 508"
Sig. (2-tailed) 063 483 074 1304 050 102 199 000
] 68 68 68 68 68 68 68 68 68
X2.4 Pearson Correlation 131 570 218 1 211 045 278" 283" 659"
Sig. (2-tailed) 287 000 074 084 714 022 019 000
I 68 ] 68 8 68 68 ] 68 68



Correlations
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X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X256 K26 X2.7 X268  TOTAL_X2
X35 FPearson Correlation 251 046 26 21 1 014 145 074 ,385xx
Sig. (2-tailed) 039 710 304 084 a08 237 A 001
] G5 68 G5 68 68 68 68 G5 G5
X2.6 Pearson Correlation 150 157 239" 045 014 1 020 355" 4207
Sig. (2-tailed) 223 201 050 714 908 270 003 000
N 68 68 68 68 68 68 68 68 68
X2.7 Pearson Correlation 129 206 200 278 145 020 1 303 533
Sig. (2-tailed) ,294 09z 02 022 237 R:ri] 012 ]
] G5 68 G5 68 68 68 68 G5 G5
X2.8 Pearson Correlation 405" 244 158 283 o7 385" 303 1 659
Sig. (2-tailed) 001 045 199 019 521 003 012 000
N 68 68 68 68 &8 68 &8 68 68
TOTAL_X2  Pearson Correlation 5627 608" 5087 658" 385" 4207 533”7 658" 1
Sig. (2-tailed) ,aoo ,ooo ] ,ooo 0m oo 000 oo
] G5 68 G5 68 68 68 68 G5 G5
* Correlation is significant atthe 0.05 level (2-tailed).
**_ Correlation is significant atthe 0.01 level (2-tailed).
Uji Validitas Y
Correlations
Y1 Y.2 ¥.3 .4 Y.5 V.6 Y.7 TOTAL_Y
¥.1 Pearson Correlation i 245 a4 206" 244 287 149 506
Sig. (2-tailed) 044 007 014 045 018 226 ,000
M G 68 68 s G 68 68 68
¥.2 Fearson Correlation 245 i 487 214 3sg” 363" 066 683"
Sig. (2-tailed) 044 000 080 001 002 593 ,000
M G s s s G s s s
¥.3 Pearson Correlation a2 487 1 039 7 3517 014 6137
Sig. (2-tailed) 007 ,000 751 008 003 810 ,000
M G s s s G s s s
¥ .4 Fearson Correlation 296" 214 038 1 -.087 3607 083 4807
Sig. (2-tailed) 014 080 751 480 003 499 ,000
M G s s s G s s s
Y.5 Pearson Correlation 244 aeg" AT - 0&7 i REL 129 53y
Sig. (2-tailed) 045 001 008 480 109 296 ,000
M G s s s G s s s
¥ 6 Fearson Correlation 287" 3637 3517 360" 196 i 147 690"
Sig. (2-tailed) 018 002 003 003 109 231 000
M G s s s G s s s
¥.7 Fearson Correlation 144 066 014 083 1249 147 1 ,420”
Sig. (2-tailed) 226 593 410 499 296 231 000
M G s s s G s s s
TOTAL_Y Pearson Correlation GOR 683" G137 450" 5307 o0 4207 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 000 000 000 ,000 ,000
M G s s s G s s s

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant atthe 0.01 level (2-tailed).
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Lampiran 6. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas X1 Uji Reliabilitas X2
Reliability Statistics Reliability Statistics
Cronbach's Cronhach's

Alpha M oof ltems Alpha M oof ltems

738 10 fEA 8

Uji Reliabilitas Y

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha M oof tems

G563 7

Lampiran 7. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Linstandardiz

ed Residual

I 68
Normal Parameters®? Mean o0ooooon
Std. Deviation 2608445493

Most Extremne Differences Absolute 0a7
Fositive JO6&

Megative -.09y

Test Statistic 087
Asymp. Sig. (2-tailed) R

a. Test distribution is Mormal.
h. Calculated from data.

. Lilliefors Significance Correction.



Regression Studentized Residual

Uji Multikolinearitas

Coefficients®

Standardized
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Unstandardized Coefficients Coefiicients Caollinearity Statistics
Madel B Std. Error Beta t Sig. Tolerance WIF
1 (Constant) 7,247 3,944 1,837 071
1 Tapping box 143 062 246 2,310 024 897 1,115
¥2 Sanksi Pajak 485 14 454 4 267 oo a7 1,115
a. Dependent WVariable: Y Kepatuhan WP
Uji Heteroskedastisitas
Scatterplot
Dependent Variable: Y Kepatuhan WP
2 L]
(=]
L] @
L ®e 1 ° " ° : ®
@ @y @ . e, " A ]
L] ®e *s
n ® % .
° ®e
° ° i ® °
[+]
1 - & o o
L] - - ®
L4 ° ] °
2 ]
L]
3 @
-3 -2 -1 o] 1 2
Regression Standardized Predicted Value
Coefficients”
Standardized
Unstandardized Coefficients Coeflicients
Model B Stel. Error Eeta i Sig.
1 (Constant) 061 2,268 027 ara
X1 Tapping box 032 036 118 8049 367
X2 Sanksi Pajak 020 065 040 308 769

a. DependentVariable: ABS_RES_2



d. Uji Autokorelasi

Model Summaryh
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Adjusted R Std. Error of Durbin-
Madel R F Square Square the Estimate Watson
1 a55° 73T 728 1,083 2083
a. Predictors: (Constant), ¥2 Sanksi Pajak, X1 Tapping hox
b. Dependent Variable: ¥
e. Uji Linearitas
ANOVA Table
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
YKepatuhanWP"Zﬂ Eetween Groups  (Combined) 833,567 34 24,516 3130 000
TR Linearity 450,000 1 450,000 57,450 000
Deviation from Linearity 383,567 Kkl 11,623 1,483 AN
Within Groups 258,557 a3 7,835
Total 1082,124 67
ANOVA Table
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
YKepgtuhgn'v’\p‘P"X? Between Groups  (Combined) 144931 45 32207 3,500 000
AL [P Linearity 140,472 1 140,472 15267 000
Deviation from Linearity 445548 44 10135 1,101 414
Within Groups 202,447 22 9,202
Total 146,859 67
Lampiran 8. Uji Regresi Berganda
Coefficients®
Standardized
IUnstandardized Coefficients Coefficients
Mode| B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 7247 35944 1,837 071
¥1 Tapping hox 143 062 248 2,310 024
¥2 Sanksi Pajak 485 14 454 4 267 ooo

a. DependentVariahle: ¥ Kepatuhan WP



Lampiran 9. Uji Hipotesis

a. Uji Kelayakan Model (Uji f)
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ANOVA?
Sum of
Made| Squares df Mean Square F Sia.
1 Regression 241 344 2 120672 20,448 ,UUU':'
Residual 47,500 G5 1,500
Total 241 441 67
a. Dependent Variable: ¥ Kepatuhan WP
h. Predictors: (Constant), X2 Sanksi Pajak, X1 Tapping box
b. Uji Parsial (Uji t)
Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Madel B Std. Error Beta i Sig.
1 (Constant) 7,247 3,844 1,837 071
¥1 Tapping box 143 &2 246 230 024
X2 Sanksi Pajak 484 14 454 4 267 Qoo

a. Dependent Variable: ¥ Kepatuhan WP

Lampiran 10. Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary

Adjusted B Stad. Error of
Maodel F F Square Square the Estimate

1 8597 737 728 1,003

a. Predictors: (Constant), X2 Sanksi Pajak, X1 Tapping box
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Lampiran 11. Dokumentasi
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,

Manimbang . @ bahwa pajak daerah mesupaian salah salu sumber pendapatan daerah yang
penting puna membiaya pelaksanaan pemariniahan dasrah ;

b. bahwa dengan dberfakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tatun 2008
tentang Paak Daerah dan Retnbusi Daerah, maka Peratwran Daerah
Kabupaten Lamangan %nlang Pajak Daerah yang ddasarkan pada Urdang-
Undang Nomoe 18 Tahun 1947 tenfang Pajak daerah dan Ralribusi Dasrah
sebagamana 1eah diubah cengan Urdang-Undang Nomor 34 Tahun 2000,
dan Peraliran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 lentang Relribusl Daarah
pariu wluk Gsasuakan

o bahwa berdasarkan parimbangan sebagalmana dimaxsud pada huruf a dan
hueuf b, maka parki menstapkan Peratizan Dasrsh Kabupaten Lamongan
lantang Paak Daerah

Mangingat : 1. Urdarg-Undarg Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daersh Ksbupaten dalam Lingeungan Proving Jewa Timwr (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 1950 Nomor 19, Tembahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 90,

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 temang Penaghan Pajak dengan
Swrat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42,
Tambahan Lambaran Negara Republik Indorasia Nornar 3636)

3. UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadéan Paak
{Lembaran Negara Republik Indonasie Tahun 2002 Nomor 27, Tamdahan
Lembaran Negara Repubiik Indonasia Nomar 4188),

4. Undang-Undang Namoe 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Nagara Republik Indonasia Nomor 4286)

5. Undang-Undang Nomor 1 Tehun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Repudlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5§, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonasia Nomor 4355}

6. Undang-Undang Nomoe 7 Tahun 2004 tantang Sumber Oaya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 32, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4377) |

7. Undang-Undang Nomar 10 Tahun 2004 lantang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun Z004
Nomor 53, Tembahan Lembaran Negara Republik Ingonasia Nomor £339);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pameriksaan Pengalolaan
dan langgung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik
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hdonasia Tahw 2004 Namar 86, Tambahan Lembarsn Negara Nomor
4400);

9, Undang-Undang Nomoe 32 Tahun 2004 tertang Pemerinmehan Daerah
(Lesnbaran Negara Republik Indanasia Tahun 2004 Nomar 125, Tambahan
Lerbaran Negara Repudlk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
divbah terakhir dengan Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tabun 2008 Nomoe 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4644),

10. Undang-Undang Namar 38 Tahun 2004 tenlarg Jalan (Lembaran Negara
Rapublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4442),

11. Undang-Undang Nomar 4 Tahun 2008 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubra (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembarsn Negara Republik Indonesia Nomor 859)

12. Undang-Undang Namor 10 Tatun 2009 fentang Kepariwisatagn (Lambaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomoe 11, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomar 4866,

13. Undang-Undang Nomce 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dasrah dan Reldbus
Daerah {Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambghan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5049);

14, Undang-Undang Nomoe 25 Tahun 2008 tenlang Pelayanan Pubik
{Lembaran Negara Republic Indonasia Tahun 2008 Nomar 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomoe 5038) ;

15, Peraliran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penpalolaan
Keuangan Dasrah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578) |

16. Peralran Pamerintah Nomoe 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran
Negara Repudlik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Repubdik Indonesia Nomor 4655)

17. Peratran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran
Negara Republik ndonesia Tahun 20068 Nomoe 83, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indanasia Nomor 4859 |

1B. Paralran Pamerintah Nomor 69 Tahun 2010 fenlang Tata Cara Pamberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemunguian Pagak Daerah dan Retribusi Dasrah
(Lembaran Negara Repubii Indanesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambiahan
Lembaran Negara Repubiik Irdoresia Nomoe 5161) ;

19, Paratwran Menten Dalam Negan Nomor 13 Tahun 2006 tenlang Pedoman
Pengelalaan Keuangan Daersh  sebagaimana lelsh dwbah dengan
Paraturan Menteri Dalam Negen Nomor 53 Tahun 2007 ;

20. Perstwran Daerah Kebupalen Lamorgan Noemor 10 Tahun 1987 tentang
Penyidic Pagawal Negen Sipd (Lembaran Daersh Kabupaten Lamongan
Tahun 1988, Nomaor 1/C)

21, Pergtwran Dasrah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Keeja Dinas Dasrah Kabupatan Lamongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 06),

Dengan Persslu|uan Barsama
DEWAN PERWAKILAN RAXYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
BUPATI mONGAN
MEMUTUSKAN :

Menstapkan | PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasd 1

Dalam Paraturan Daarah Ind, yarg dimaksud dengan:

N

Lo

Lo ~N

10.

1.
12,

13.

14

15.
16.

17.
18,
19,

2,
22.
23.

Daerah adalah Kabupaten Lamongan,

Pamariniah Daecah adaiah Pamannlah Kabupaten Lamongan,

Kepala Daerah adalan Bupall Lamangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang sefanjtnya disingkat DPRD adaiah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Katiupaten Larnongan.

Dinas Pendapatan, Pengeldaan Keuangan dan Assel yang selanjulnya dsingat DPPKA, adalah

satuan kerja parangkst dasreh yang tugas pokoknya membidangi perpaiakan dasrah,

Kepala Dinas adaiah kepala saluan kerja parangkal dasrah yang lugas pokoknya membidang

perpaaken desreh,

Pejabal adaizh pegawal yang dber wgas terteriu dibidang pemaakan daerah sesual peratrsn

perundang-undangan yang beraku.

Kas Umum Daerah adadah kas Pemenintah Kabupaten Lamangan.

Paak deerah, yang selanjuinya di sedut paak, adalah ontibust wa|b kepada Daersh yang terusang

aleh orang pribadi alau badan yang bersifal memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalen secara langsung dan digunaken wniuk keperluan Daerah bagp ssbesar

DESAIMYE kemamuran rakyat.

Badan adalah sekumgulan orang dan'atau modal yang marupakan kesatuan, balk yang melakukan

usaha maupun wvang tidax melakukan 1saha yang meliputi perseroan terbalas, perseroan

komandier, parseroan laimya, badan usaha milk negara (BUMN), atau badan usaha milik deersh

BUMD) dengan nama dan dalam benluk apa pun, firma, kongsl, koperas, dana pensiun,

persakuluan, perkumautan, yayasan, organisas massa, organisas sosial politk, atau organisas

lainnye, lembaga dan bentuk badan l@nnya termasuk kontrak investasi kolextif dan bentuk usaha

slap.

Pajek hotel acalah paak stas pelayenan yang disediakan oleh hokl,

Hotel adaiah Ssilitas peryeda jase penginapanyperistirshatan termasuk |asa terkat lainnya dengan

dipungul bayaran, yang mencakup |uas molel, losmen, gubuk panvwisala, wsma paiwisala,

pesengorahan, rumah parginapan dan sejenismya, sarta nanah kos dengan jumiah kamar ledih dan

10 (sepulun),

Rumah kost adalah rumah alau ternpat tinggal yang disewakan dengan memungut bayaran unluk

[angka wakiu yang ctentuan.

Bon penjualan (8il] adalah bukll pembayaran yang sekaigus sabagai bukli pungulan pajak, yang

dibuat oleh wajb pajak pada saat menpajukan pembayaran @ias jasa pemadaian kamar atau empat
: beseria faslitas panunjang lairnya, makanan dan ey minuman kepada subek paak.

Pajak restoran adalah paiak alas pelayanan yang Gisediakan aleh resloran.

Rastoran adalah fasilitas penyedia makanan can'slay miruman dengan dpungut beyaran, vang

mencap uga remah makan, kafetaria, xandin, warung, keda, dan sejenisnyg temasik [@5a

bogaiatenng,

Pajak hburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan,

Hibwen adaah semua jenis tonfonan, pertunjukan, permainan, dan‘atau keramaan yang dnikmas

dengan dipurgut bayaran.,

Pajax rekiame adalah paak atas penyelenggarsan reklame,

Reklame adalsh benda, alal perbuatan atau media yang menunad benluk, dan corak ragamnya

drancang unluk lujuan komerdal, dpergunakan uniuk mempersanalkan, menganurkan atau

memuyikan sesustu barang, [asa, atau seseorang ataupun unluk menank pematian umum kepada

susfu barang, Jasa, alau orang yang dlempatkan ateu dillkat alsu dibaca dan atau didengar,

drasakan dan | atau dinlkmati umam.

Penyelenggara redame adalzh oreng atau badan yang menyelenpgaraken reklame baik untuk dan

alas namanya sardin alau wnluk dan atas rama pihak lan yang menad lnpgurganiya.

Pangoungiokas! reklame adaah suatu sarana alay tempst pemasangan rekleme yang dielapkan

untuk st atau baberapa reklame.

Nilx stategs bkas reklame yarg selanuinya dsngkat (NStr) adalah uuran nile yang ditetapkan

pada ik lokasi pemasangan rekiame fersebut berdesarkan kntena kepadatan, pemanfsatan %ta

rniang kota uniui berbagal aspek kegatan ditidang usaha
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Nial juadl objek pajak reklame yang selanuinya disigkat (NJOPR) adalah keselurthan biaya yang
dikeluarkan deh pamlilik dan alau penyelenggara resdame termasuk dafam ha iné adaiah biaya/larga
bell bahan rekiame, kontruksl, Instalasi lis¥ik, pambayaraniongkos perakitan, pemancaran,
peragaan, penayangan, pangecatan pemasangan dan fransportas penganghutan dan sabagainya
sampal dengan bangunan rekiame rampung, dipancarkan, dperagalan, dilayangkan dan alau
terpasang tampat yang telah di iankan.

Nila sawa raklame adalah ndal yang dletapkan sebagal dasar perhilungan penstapan basamya
pajak reidame.

Paak Penerangan J#an adalah pgak alas penggunaan ienaga listrik, baik yang dihasdian sendin
mauptn dipercteh dan sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah paak atas kegiatan pengambdan mineral bukan
logam dan batuan, baik darl sumber gam di dalam dan/atau permukaan bumi uniuk dmanfaatan,
Mineral Bukan Logam dan Baluan adalah minesal bukan logam dan batuan sabagaimana dmaksud
d dalam peraturan perundang-undangan o budang mineral dan batubara,

Pajek Pariar adalah pajek alas penyelenggaraan tempat pardr & luar badan j#an, bak yang
disedigkan beckaitan dengan pokok usafia maupun yang dsadakan sebagal suatu usaha, lermasul
penyedaan Bmpal perifpan kendarsan barmotor.

Parkir adaah keacaan tidak bergarak suatu kendarsan yang tidak bersiat sementara,

. Pagak Alr Tarah adalah pgak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air lanah,

Ar Tanah adalah ar yang lerdapal dalam lpisan tanah atau batuan dibawah parmukaan tanah

. Pajak Sarang Burung Walket adalah pajak atas kegatan pengambian danfatau pengusahaan sarang

burung walel

Buung Walet adalah satwa liar yang diindungl popuasinys termasuk marga collocalia, yaity
collocalia fuchkap haga, collocaia maxina, collocaia esculanta, dan collocalia linchi,

Paak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Parkolaan adalsh paak atas bume dan/alay bangunan
yang dmiliki, dikuasai, dan'ateu dmanfaatkan cieh orang pribadi atau Baden, kecuali kawasan yang
digunakan untik kegiatan usaha peskebunan, perhutanan, dan partambangan.

Bum adaah permukasn bumi yarg meliputi tanah dan pararan pedaaman serta launt wilayah
kabupatenikola.

Bangunan adalah konstrukst teknik yang dtanam alau dilekatkan sacara tetap pada tensh danfatau
perairan daiam darvatau laut.

Nila Jug Objek Priak, yang selanuitnya disingkat NJOP, adatah harga ratavata yang diperoleh dan
yansasi @l bell yang terjedi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaks jual bell, NOP
dieniukan melals perbandingan harga dergan objek lsn yang seens, atad nile perclehan baru,
atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak atas Tarah dan Bangunan adalah pajak alas perolehan hak atas tanah dan'atay
bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah daniatau Bangunan adalzh perbustan atau peristiwa hukum yang
mergakibalkan dperolebnya hak atas tanah dan'atau bangunan oleh arang pribad atau Badan.

Hak alas Tanah danfalau Bangunan adalah hak alas tanah, lermasuk hak panpsiolaan, baserta
bangunan diatasnya, sebagaimana dmaksud dalem undang-undang & bidang pertanahan dan
bangunan.

Subjek Paak adalsh orang pribadi atau Badan yang dapat dikanakan Pajek.

Walb Pajek adaigh orang pribad alau Badan, meliputt pembayar paak, pemotong pajek, dan
pemungul pajak, yang memaunya hak dan kewa|iban pemaakan sesual degan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpaakan daerah,

Masa Paak adalah jangka waktu 1 (satu) budan kalencer atau jangka wakiu lain yang diatur dengan
Paraturan Kapala Daerah paling lama 3 (lga) bulan kalander, yang menad dasar bag Walib Paak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan paak yang terulang.

Tahun Pajak acalah jangka wakiu yang lemanya 1 {satu) t@hun kalender, kacudi bia Wapty Paak
manggunakan tahun buku yang bidak sama dangan tahun kalender.

Pgak yang ecutang adalah pagak yang harus dbayar pada suatu s3st, dalam Masa Pajak, dafam
Tabun Pajak, atau dafam Bagian Tahun PHak sesual dengan ketenluan paraluran parundang-
undangan perpajakan Daerah,

Suret pembenitauan paak dasrah yang selanjutrya disingkst SPTPD adalsh surst yeng dgunakan
wajlp pajak untuk melaporkan panghitingan dan pembayaran pajak yang lechutang menurut
peratiran daerah inl,

Surat Sewran Pajek Daesh yang selanpinyz disingkat SSPD, ad@lah bukd pembayamn atau
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penysloran pajak yang lelah diakikan dengan menogunakan formulir atau telah diakukan dergan
cara lain ke kas deergh melals tempat pembayaren yang dtunjuk oleh Kepala Daerah,

Surst Ketetapan Paak Daerah yang selanjulnya disingkat SKPD adafah surat ketetapen pajak yang
manentukan basamya jumiah pakok pajak yang lerutang.

Surat Pemberilahuan Pajak Terutang, yang selanjuinya dsngkat SPPT, adalah swal yang
digunakan wuntuk memberitabukan basarmya Pefak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotzan
yang teculang kepada Wajb Paiak.

Swrat Ketelapan Paak Daerah Kurang Bayar yang sefanjinya dsingial SKPDKB adalah surat
ke®tapan pajak yang meneniukan besamya jumiah pokok pajak, umigh kredt pajek, jumiah
kakurangan pambayaran pokok pajak, besarmya sanksl administralil dan jumiah pajak yang masih
harus oibayar

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjitnya dsingkat SKPDKBT
adalah surad kefelapan paak yang menentuian tambahan atas umlsh pajak yang Bish diletapkan
Surat Kesetapan Pzak Daerah Lebh Bayar yang selanjutnya dsingkat SKPDLE adaah surat
keetapan pajak yang manentuian jumiah kelebihan pembayaran pajak karena jumiah kredt pajak
labeh basar dan pajak yang teeutang atau seharusrya tidak lerutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nibd yang sefanunya disingkat SKPON adalah surat ketetapan pajek
yang menantikan jeniah pokok paak same besamya dangan jumiah kredt pajex aley paak Wak
tendang dan tidak ada kredil pajsikc

Swat Taghan Paak Daaran yang selenjutnva disingkat STPD atau surat uniuk melekuken taghan
paak dan‘alau sanksi adminsirasf berupa bunga danfatau denda.

Pembayaran pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipanahi oleh wigib pajak sesual dengan
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke kas dasrah atau tempat fain yang ditunjpk sesus
dengan jengka wakiw yang telsh ditentulan,

Swal kepulusan pembelulan adalah swal kepulusan unbk mambelulkan kesalahan teais |
kesalahan hung, dan atau kekebruan dalam penesapan paratiean daerah ini yang srcapat dalam
SKPD, SKPOXB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD.

Sural kepulusan keberstan adalah swat kepulusan alss keberalan terhadap SKPD, SKPDOKSB,
SKPOXBT, SKPDN atau terhadep pemotangan atau pamunguian oleh pihak kedga yang diajukan
deh wallb pajak,

Putusan banding adalah pulusan badan pernyelesaian sangkela paak alas bandng techadap swrat
Xeputusan keberalan yang digukan oleh wajb paak.

Permungutan adalah sualu rangkalan kegiaten mula dad penghimpunan data objek dan subjek
paak, penentuan besamya pajak yang terutang sampal kegiatan penagihan pajak kepada Wain
Paak sarta pengawasan penyslorannys.

Pembukuan adalah sualu proses pencalatan yang diakiukan secara laratur wntuk mengumpulkan
data dan informas yeng melipud keadaan harta, kewajban ateu hueng, modal, penrghasian dan
biaya swta |umiah harga pecokban dan penyerahan barang alau @sa, yang ditulup dengan
memusun laporan keuangan berupa neraca dan perhifungan rugl leba pada setlap tahun pajek
beraknir,

Pemankszan adaah serangkaian kegiatan unfuk mencard, mengumputkan dan mengolsh dats
katerangan lEnnya dal@m rangka pengawasan kapauhan pemenuhan kewajban perpajekan daerah
berdasarkan persturan daerah inl,

Penyidik Pegawa Negerl Sipll selanjutnya disihgkal PPNS adalah Pejebal Pegavai Negen Sipll
sertentu diingkungan pemerintzh Kabupaten Lamongan yang dber wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melaukan pemyidian temadap pelanggaran parsiuan daerah Kabupaten Lamangan
yang memual kelentuan pidana.

Penyidkan adalah serangiaian tindakan yang dlakukan oleh Penyidik Pegawa Negen Sipi, vang
selenjuinya disebut paryidik, untikx mencan serta mengumpulkan bukll yang selarjuinya membuat
farang lindak pdana dibidang paak Dagrah yang ferjadi serta menentukan lersangkanya.

Suret Pemberitghuan Coyek Pajak, yang selanjutnya dsingkat SPOP, adalah surat yang digunakan
deh Waib Pajak uiniuk melaporkan data subyek dan obyek Pagak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Periolazn sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan peqpajakan daerah,
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BAB IV
PAJAX RESTORAN

Baglan Kesatu
Nama, Ctyek, dan Subyek Pajak
Pasal 13

Dengan rama Pajak Restoran dipungut paak atas pefayanan yang disadaken oleh restoran.
Pasal 16

(1) Obyek Pajak Restoran adalsh pelayanan yang disediakan deh restaran,

{2) Pelayaran yeng disediakan restoran sedagaimana dimaksud pade ayst (1) meiputl pelayanan
penjudian makanan denvatau minuman yang dkonsumsl oleh pambek, baik dikonsums & tempal
pedayaran maupun di lempat lan.

{3) Obyek paak Resloran sebagalmana dmaksud daam avat (1) meliput ©
a) Resloean
b) Rumah Makan
¢} WarungDepot
d) Kantin
o) HKafetaria
fi Keds
q) Jasa Boga/Calering dan sgjenanya

(4) Tidak termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimadsd pada ayat (1) ad@ah peayanen yang
disedakan cieh Restoran yang nila penjualennys Sdak meledihl darl Rp. 500.000,00 {ima ratus ribu
npish) per han,

Pasal 17
{1) Subjek pajak resioran adalah cang pribadl atau badan yang membell makanan dan'atau minuman
i n

dari Rastoran,
(2) Wajb paak restoran adalsh orang pribadi atau badan yang mergusahakan Restoran,

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Paak
Pasal 18

Dasar pergenaan pxak resioran ed@ah jumlah pembayaran yang Giesime @lau yang seharusnya
dierima resloran.

Pasal 19
Tanf paak ditetapkan sebesar 105% (sepuluft persan).
Pasal 20

Besaran pokok paak resioran yang %rhutang dibtung dengan cara mengalikan tanif sedagamana
dimaksud dafam Pasal 19 denpan dasar pengenasn pajak sebagaimana dmaksud dalam Pasal 168

Bagian Ketga
Witayah Pemungutan
Pasal 21

Paak Resioran yang lanutang douwngul & wilayah Daerah
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Bagian Keesmpat
Masa Paak dan Saat Pajak Terutang
Pasal 22

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (salu) buan kalander.
Prak terutang delem masa pajex tenad pada saat pembayaran kepada restoran atau sejak
diertitkan SPTPD,

Bagan Kelima
Penatapan, Tata Cara Pambayaran dan Paraghan
Pasal 23

Wit Pgak wajib membayar paak yang lerulang dengan lidak mendasarkan pada SKPD.
Pembayaran pajak sebapaimana dmaksid pada ayat (1) dilakukan dengan mengounakan SSPO.
SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2] juga merupakan SPTPD.

SSPD sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dsampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabal yang
diturjuk sabagas bahan urduk diakukan pensiitian.

Pasal 24

Pembayaran pajak yang %ridang harus diakukan sekaligus atau nas.

Pembayaran pajak yarg lerutang dlakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk aleh
Kepaa Daerah,

Kolentuan lebih lanul mangenai bentuk, ks, ukuran, lata cara pambayaran dan peryampaan SSPD
serta parelitan SSPD sebagalmana dmaksud dalem Pasal 23 ayat (2) den ayat (4) ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Caerah.

Pasal 25

SKPDKB, SKPDXBT, STPD, Surat Keputusan Pembetudan, Surat Keputusen Keberatan, dan
Putusan Barding yang manyebabikan jumizh pajak yang harus dibayar barlambah merupakan dasar
penaghan pajak dan harus diunas dalam jangka waklu paling lama 1 (satu) buan sejek targqal
dierhitian.

Ketenluan lebih lanjul mengena tala cara penaghan pak diletapkan dengan Peraluran Kepala
Daerah,

Pasal 26

Paak yang leridang bardasarkan SKPOKB, SKPOXBT, STPD, Swral Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberalan dan Pulusan Banding yang $dak atau kurang dibayar cleh Waljib Pajak pada
waktunyz, dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Penaghan paak dengan Surat Paksa dilaksanaan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BABV
PAJAK HIBURAN

Beglan Kesatu
Nema, Cbyek, dan Subyek Pajek
Pasal 27

Dangan nama Pajak Hiburan dipungut pajak slas panyelenggaraan hiburan.

Pasal 28

{1) Obyek Pajek Hiburan adaleh jasa penyslenggaraan hiburan dengan dpungut bayaran.
{2} Hiburan sebagaimana dmaksud pada syat (1) adalah

a. Mibwran §im ;
b, Hibuwan keserdan tradisional, musik dan e, busana |
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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK
RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN, PAJAK PARKIR DAN PAJAK SARANG
BURUNG WALET DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : & bahwa ketentuan mengenal Peraturan Bupati Nomor
27 Tahun 2014 tentung Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Psjak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet di
Kabupaten Lamongan sudah tidak sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan schingga
perhu disesuaikan;

b. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menctapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 27
Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Minecral Bukan Logam dan Batuan,
Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet di
Kabupaten Lamongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daeranh Kota Besar Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
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Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembarun
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Dacrah Tingkat 1l Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Dacrah-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
368);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 35234) sebagnimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negare Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagnimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanuan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tshun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186},

8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daecrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157},

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12
Tahun 2010 tentang Pajak Dacrah (Berita Dacrah
Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 (Berita
Dacrah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Namor 13);

10. Peraturan  Dacrah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daecrah Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

11. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajuk Mineral Bukan Logam
dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung
Walet di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 27);

12. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lamongan (Berita Dacrah Kabupaten Lamongan Tahun
2021 Nomor 86);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR DAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peratursn Bupati Lamongan
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan
Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Lamongan (Berita
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 27)
diubah, sebagal berikut:

1. Ketentuan angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah schinggs
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Perasturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

2. Pemerintah  Daerah, adalah Kepala Daerah dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah.

3. Bupati, adalah Bupati Lamongan.

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjuntanya discbut
Bapenda, adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Lamongan.

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang sclanjutnya
disebut Kepala Bapenda, adalah Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

6. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha
Milik Dacrah (BUMD) dengan nama atau dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persckutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
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organisasi sosial politik, atuu organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pajak Hotel, adalah seclanjutnya discbut Pajak adalah
Pungutan Daerah atas pelayanan hotel.

8. Hotel, adalah Fasilitas Penyedia jasa penginapan/
peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga montel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta
rumah kos dengan jumilah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

9. Pengusaha hotel, adalah perseorangan atau badan yang
menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanys
sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang
menjadi tanggungannya.

10. Pembayaran, adalah jumlah yang harus diterima atau
scharusnya diterima oleh pihak hotel atas imbalan atau
jasa yang disedinkan dan pembayarannya bisa berupa
tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang dan
kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang
terjadi sebelumnya,

11. Bon penjualan/faktur/bukti penerimaan, adalah buku
pembayaran yang sckaligus bukti pemungutan pajak,
dibuat oleh wajib pajak pada saat mengsjukan
pembayaran atas jasa penginapan beserta fasilitus
pendukung penginapan, penjualan makanan dan
minuman.

12. Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran,

13. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan
minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan
untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian,
di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-
pindah.

14, Rumah makan, adalah usaha penyediaan makanan dan
minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan
untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1
(satu) tempat tetap tidak terpindah-pindah.

15. Kafe, adalah penyediaan makanan ringan dan minuman
dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk
proses pembuatan, penyimpanan atau penyajian, di
dalam 1 (satu) tempat tidak berpindah-pindah.
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16. Kantin, adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung
umum yang dapat digunakan pengunjungnya untuk
makan, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang
dibeli disana.

17. Warung/depot, adalah usaha kecil milik keluarga vang
berbentuk kedai, kios, toko kecil atau restoran
sederhana.

18.Jasa boga, adalah usaha penyediaan makanan dan
minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan
perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan
dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan
oleh pemesan.

19.Pajak Hiburan, adalah Pajak atas penyelenggaraan
Hiburan.

20. Hiburan, adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan
dipungut bayaran.

21, Pengusaha Hiburan, adalah orang pribadi atau badan
yang melakukan usaha di bidang Hiburan.

22. Pajak Mineral bukan logam dan batuan adalabh pajuk atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan,
baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan
bumi untuk dimanfaatkaan.

23. Mineral bukan logam dan batuan, adalah mineral bukan
logam dan batuan scbagaimana dimaksud di dalam
peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan
batubura.

24. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat
parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
scbagai suatu usaha, termauk penyediann tempat
penitipan kendaraan bermotor.,

25, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan
yang tidak bersifat sementarn.

26. Kendarman bermotor adalah kendaraan yang digunakan
untuk mengangkut orang dan barang yang beroda dua
atau lebih yang dijalankan dengan tenaga mesin.

27. Penyclenggaraan fasilitns parkir untuk umum adalah
rangkaian kegiatan neliputi pembangunan, pengoprasian
dan pemeliharaan (asilitas parkir untuk umum.
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28. Taman parkir/Peralatan parkir adalah suatu area tanah
tertentu dilusr badan julan yang digunakan khusus
sebagal tempat parkir,

29. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP
adalah ukuran standar ruang parkir untuk suatu
kendarnan menurut jenis dan dimensinya.

30. Petak Parkir adslah bagian-bagian dari tempat parkir
untuk memarkir kendaraan,

31. Binya Parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak
parkir pada fasilitas parkir untuk umum,

32. Tanda masuk parkir adalah tanda masuk kendaraan
yang diberikan dengan nama dan dalam bentuk apapun
untuk memasuki fasilitas parkir untuk umum.

33. Tanda biaya parkir adalah tanda bukti pembayaran atas
pemakaian petak parkir pada fasilitas parkir untuk
umum diluar badan jalan atau tanda bukti pembayaran
dimuka yang berfungsi sama dengan tanda masuk.

34, Pajak Sarang Burung Walet, adalah Pajak atas kegiatan
pengembalian dan/atau pengusahaan sarang burung
walet.

35. Burung Walet, adalah burung dari keluarga Apodidae
yang termasuk dalam ordo Apodiformes atau sstu ordo
dengan burung kolibri.

36. Pengurangan Pajak Dacrah, adalah pengurangan jumlah
pajak yang harus dibayar atas ketetapan pajak yang telah
diterbitkan,

37.Keringanan Pajak Daerah, adalah penundaan waktu
untuk melakukan pembayaran pajak dalam waktu
tertentu,

38. Penghapusan Pajak Daerah, adalah penghapusan atas
tagihan/piutang pajak dacrah.

39. Pembebasan Pajak Daerah, adalah pemberian kebebasan
kepada wajib pajek untuk tidak memungut dan tidak
menyetor pajak daerah.

40. Surat pengukuhan sebagai wajib pungut pajak daeran,
adalah surat yang diterbitkan oleh kepala Bapenda untuk
mengukuhkan, menetapkan wajib pajak sekaligus
bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada
subyek pajak.

41.Surat penunjukan scbagai pemilik/penanggungawab
usaha wajib pajak adalah surat yang diterbitkan oleh
kepala Bapenda untuk menunjuk dan menetapkan
pemilik dan penanggungiawab usaha wajib pajak.



42, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnyn
disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak scbagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan
Daecrah.

43. Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan wajib
pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran
pajak yang terhutang,

44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disinglut
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilukukan dengan menggunakan formulic atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

45, Surat Keterangan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalaeh surat ketapan pajak yang
menentukan besaran jumlah pokok pajak yang tertuang,

46.Surat Ketetapan Pajak Deerah Kurang Bayar yang
sclanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajuk yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumiah
pajak yang harus dibayar.

47.Surat Ketetapan Pajak Daecrah Kurang Bayur Tambahan
yang selanjutnyas disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas
jumish pajak yang telah ditetapkan.

48.Surat Ketetapan Pajek Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pajak yang
terutang atau scharusnya tidak terutang,

i

49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumiah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

50, Surat Tagthan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda.
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49, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

50, Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pujak
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda.

51. Pembayaran pajak, adalah besarnya kewajiban yang
harus dipenuhi olch wajib pajak sesuai dengan SPTPD,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke kas daerah atau
tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waku
yang telah ditentukan.

52. Surat keputusan pembetulan, adalah surat keputusan
untuk membetulkan masalah teknis, kesalahan hitung,
dan/atau  kekeliruan yang terdapat dalam SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT,SKPDN atau STPD.

53. Surat keputusan keberatan, adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN
atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

54. Banding, adalah upaya hukum yang dapat dilakukan
oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu
keputusan yang dapat disjukan banding, berdasarkan
ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan
yang berlaku.

55. Putusan banding, adalah putusan badan penyelesaian
sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan
keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

56. Pemungutan, adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak,
penentuan  besarnys pajak yang terutang sampal
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta
pengawasan penyetorannya.

57. Pembukuan, adalah sustu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau
hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlsh harga
perolechan dan penvernhan barang atau jasa, vang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca dan perhitungan rugi laba pada setap tahun
pajak berakhir.
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10 -

=

1% =

13 -

14 -

185 =

Nama OP

Kober Mie
Setan
Lamongan

Resto TKBR

Dapur Roti dan
Dapur Kopi

WARUNG
KALIOTIK

LA Restaurant
LSC

WARUNG
APUNG

NAV
RESTORAN

Resto Kaliotik
Sunan Drajat

KFC
LAMONGAN
PLAZA

PHD Lamongan

Chatime
Lamongan
Plaza

Ayam Geprek
Sai Veteran

Geprek Sai
Sunan Drajat

Geprek Sai
Karanglangit

ib Cafe & Pool

JATIM TAX Kab. Lamongan

Transaksi

Terakhir

08 Januari
20252148

13 Januari
202519:09

07 Maret
202321:36

14 Januari
202510:27

14 Januari
202510:57

13 Januari
202519:44

13 Januari
202519:59

10
Desember
20242014
04 Januari
202521:55

14 Januari
202512:03

14 Januari
202500:00

13 Januari
202519:03

14 Januari
202509:58

12 Januari
202516:30

05
September

Alamat

JI. KH. Ahmad Dahlan No.
63, Jetis, Tlogoanyar, Kec
Lamongan, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur

JI. Raya Paciran, Paciran,
Kec. Paciran, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur

JI. Sunan Drajat No.54,
Kauman, Sidoharjo, Kec.
Lamongan, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur

JI. Jaksa Agung Suprapto
No 27, Dapur Barat,
Sidokumpul, Kec.
Lamongan, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur

JI. Kusuma Negara No.3,
Tumenggungbaru,
Tumenggungan, Kec.
Lamongan, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur

JI. Kusuma Bangsa No.06,
Beringin, Tumenggungan,
Kec. Lamongan,
Kabupaten Lamongan,
Jawa Timur

Lamongan Plaza, JI.
Panglima Sudirman, Dapur
Barat, Sidokumpul, Kec.
Lamongan, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur

Sunan Drajat

Lamongan Plaza, JI.
Panglima Sudirman, Dapur
Barat, Sidokumpul,
Lamongan, Lamongan
Regency, East Java

Jl Lamong rejo no 84 Kab
Lamongan

Jl Lamongan Plaza

Jl Veteran

JISunan Drajat No 16
Lamongan

Karanglangit

JI. Raya Sekargeneng,
Tikung , Lamongan

Nama PIC

Ardy
Gunawan

RIKA/P
Dany

Oni
Setiawan

Miftakhul
Azizatun
Afifah
Ridwan

Wahyual
Faiq

Telp PIC

0858585
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INO

20

VA

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Nama OP

One Point Cafe
Tutup

RocketChicken
Babat

Ayam Geprek
Sai Mastrip

RM PADANG
SIMPANG
AMPEK

Ayam Geprek
SaiBabat 2
Ayam Geprek
SaiBabat1
RocketChicken
Img2 dpn
patung

Rocket Chicken
Lmg 3

RocketChicken
Lmg1

RocketChicken
Mastrip

Depot 2R

WARUNG
LOMBOK
HIJAU

RM AQIILAH

Rocket Chicken
Sugio

Rocket Chicken
Brondong
RocketChicken
Karanggeneng

RocketChicken
Paciran 2

RocketChicken
Paciran 1

Belikopi
Mastrip
Belikopi Babat

Belikopi
Belimbing

Belikopi Sunan
Drajat

Transaksi
Terakhir

202321:27

09 Januari
20241427

12 Januari

202518:02
07 Februari
20242136

13 Januari
202512:36

12 Januari
202519:43

13 Januari
20251927

14 Januari
202511:49

1
Desember
202415:06

24
Desember
202416:06
13 Januari
202518:14
14 Januari
202511:52
08 Juli
202413:26

13 Januari
202513:09

12 Januari
202521:29

13 Januari
202521:20
13 Januari
202513:03

12
Desember
202419:14

10 Januari
202520:40
14 Januari
202511:34
14 Januari
202511:16
14 Januari
202511:20

14 Januari
202511:22

Alamat

JI. Knemeng No. 30

JI Raya Jombang - Babat

JI Mastrip

JI Lamongrejo

JI Raya Babat - Bojonegoro

JI Raya Gotong royong no

67D

jl Lamongrejo depan
patung bandeng lele

JI Sunan Drajat sebelah

nava green

JI Sunan Drajat

JI Mastrip

JI Lamongrejo

JI. Panglima Sudirman No.
56, Weru, Deket Kulon, Kec.

Deket, Kabupaten

Lamongan, Jawa Timur

JI. Raya Deket No.01,
Gajah, Rejosari, Kec. Deket,
Kabupaten Lamongan,

Jawa Timur

JI Raya Sugio- Lamongan

Ji Daendels No 84 -

Lamongan

JI Raya Ps Sngelebak
Karanggeneng- lamongan

Ji Daendels Paciran -

Lamongan

Jl Daendels No 388 -

Lamongan
JI Raya Mastrip

JI Raya Babat - Bojonegoro

JI Daendels Paciran -

Lamongan
JI Sunan Drajat

Nama PIC

Thoni
Haris

Usman

Wafi
Atiq

Pingky

Hafidz

Husnus

Mifta

Fanny

Pingky
Revina
Hanic

angga

Husnus
Adi
Adi
Elmada

Adi

Telp PIC

085731982366

0858534479992

081353306245

+62 858-5347-
9992

081181109884
+62 856-4827-
0035

081359306245
081999201859
085850835185
085850835185

085607195674

085850835185
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NO

38

39

41

42

43

44

45

47

49

51

52

53

54

55

Nama OP

Richeese
Factory

Oh Ada Mie

Terakota

Boss Buncit

Kanjeng Mami
Keuken

Welijo Cafe

Kayu Manis

Mie Gacoan
Lamongan

Rocket Chicken
Tikung

Lik Kopi
Pahlawan

Rocket Chicken
Sekaran
Lik Kopi Made

Berlian Cafe

Belikopi
Banaran Babat
Cafe Sepor
Depot Mawoet

Mixue Pangsud

Mixue Mastrip

Transaksi

Terakhir
08 Januari
202523:13

14 Januari
202509:59

11 Oktober
2024 20:08

14 Januari
202510:27

07 Mei
202419:45

13 Januari
202523:59

13 Januari
202520:40

05 Januan
202522:49
11 Januari
202519:59
07 Januari
202508:39
11 Januari
202520:21
12 Januari
202520:36

20
Desember
202416:05

14 Januari
202511:28
01 Januari
1970 07:00
06 Januari
202516:58
14 Januari
202511:53

14 Januari
202512:06

Alamat

Lamongan Plaza

Depan Rumah Dinas
SEKDA, JI. Kombes Pol
Moh. Duryat No 30,
Kauman, Jetis, Kec.
Lamongan, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur
62214

no.30, Jetis, Kec.
Lamongan, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur
62211

JI. Sunan Giri No.03,
Tumenggungbaru,
Sukorejo, Kec. Lamongan,
Kabupaten Lamongan,
Jawa Timur 62214
JI.Sunan Giri No A8,
Beringin, Tumenggungan,
Kec. Lamongan,
Kabupaten Lamongan,
Jawa Timur 62214

JI. KH, Ahmad Dahlan No.
52, Kauman, Sidoharjo,
Kec. Lamongan,
Kabupaten Lamongan,
Jawa Timur 62217

JI. Soekarno Hatta,
Karangmulyo, Sukomulyo,
Kec. Lamongan,
Kabupaten Lamongan,
Jawa Timur 62216

JI Panglima Sudirman

JI Raya Pule Kec, Tikung
Kab Lamongan

JI Pahlawan

JI Raya Pangean, Sekaran

JI Soekarno Hatta

Jl Lamongrejono 112

Jl Raya Babat - Jombang
Jl Raya Babat - Jombang
JI Jaksa Agung Suprapto
JI Panglima Sudirman

Jl Mastrip

Nama PIC

Ikmal

Lukman

Rendi

Dyah

Tiwei

admin

Admin

Nova
Ira
Saifudin
Mifta
Saifudin

Saifudin

Inowa

Inowa

Jenis
Mesin

Telp PIC
089699304314

081234517447

085707332377

62812-1683-
3523

081235064020

082132982228

082132698880

081330739082

085853479992

0881026749842

+62 822-5761-
7066

+62 B12-3332-
27N
+62 B56-4872-
1952
+62 812-2229-
6640

+62 812-2229-
6641
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NO NOPD Nama OP Transaksi Alamat Nama PIC Telp PIC Jenis
Terakhir Mesin
56 Mixue Sundra 14 Januari  JI Sunan Drajat Frans +62 895-1515-
202511:59 6868
57 Aola Cafe 14 Januari  JIPaciran Nugie +62 856-4822-
202508:49 3146
58 Resto Pingky 13 Januari  Jl Pahlawan aini 081234445556
20251721
59 Rafa Cafe 14 Januari  JI Tegalrejo sugianto 08113424330
202512:00
60 Ayam Geprek 09 Januari  JIRaya Jombang - Babat  Haris 0895397368107
Sal Banaran 202520:18
Babat
61 Alicoffeeand 01 Januari  JI. Laras Liris No.86, Dapur  Yongki 082132227745 Laris
Eatery 197007:00 Barat, Sidokumpul, Kec. Obet POS
Lamongan, Kabupaten
Lamongan
62 Hotways 14 Januari  JI. Lamonarejo No.105, Crishtoper 081388913211 ESB
Chicken 202511:17 Dapur Barat Sidokumpul,  Andrew POS
Lamongan Kec. Lamongan,
Kabupaten Lamongan,
Jawa Timur
63 Ayam Bakar 11 Januani  JI. Raya Mantup, Sanur, Rini Eka 085852523134
Josanti 202512:38 Jotosanur, Kec. Tikung, Sugiati
Kabupaten Lamongan,
Jawa Timur
64 Ikan Bakar 01 Januari  JI. Raya Mantup Kel No.19, Lilik 081331056801 IREAP
Pantura 197007:00 RT.O1/RW.01, Sanur, Kumiawan
Lamongan Jotosanur, Kec. Tikung,
Kabupaten Lamongan,
Jawa Timur
65 Hi Pals 01 Januari  JI. Kombes Pol Moh. Ilham 087862280173 MAJO
197007:00 Duryat No 6, Kauman, Habib
Jetis, Kec. Lamongan,
Kabupaten Lamongan,
Jawa Timur
66 Mixue Babat 19 V5V8+C36, JI. Bojonegoro, Yefri 081334864337 -
Desember  Gedu, Banaran, Kec Babat, Niyanto
202414:54 Kabupaten Lamongan,
Jawa Timur 62271
67 Mie Lik X 12 Januari  JI. Soekarno Hatta, Admin Mie 082143724107 -
Bening 202522:26 Karangmulyo, Sukomulyo,  Lik
Kec. Lamongan,
Kabupaten Lamongan,
Jawa Timur 62211
68 Muphus 01 Januari  Sanur, Jotosanur, Kec Roziqin 085707616717  IREAP
Seafood Sanur  197007:00  Tikung, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur
69 Point Coffe 01 Januari  Kauman, Sidoharjo, Kec, Fahrul 081259247385
Ahmad Dahlan 197007:00 Lamongan, Kabupaten Saputra
Lamongan, Jawa Timur
62217
70 Rumah Makan 01 Januari  JI. HOS Cokroaminoto No.  Alfani Atka 082141777854 MAJO
Cokro 197007:00 28, Bandung, Sukorejo,
Kec. Lamongan,
Kabupaten Lamongan,
Jawa Timur 62215
7 Onnea Bar & 13 Januari  JI. Soewoko No.150, Alfazizi 085731899983 MOKA
Lounge 202511:36 Kauman, Sidoharjo, Kec. POS
Lamongan, Kabupaten
Lamongan
72 Ayam Geprek 13 Januari  Jalan Raya, Glogok, Mahbub 081515682570  Harvard
Sai 202520:36 Sumberwudi, Karang c1
Karanggeneng Geneng
73 Momoyo 14 Januari  JI. Raya Daendles, Inowa 081222296640 TB
Brondong 202512:01 Brondong, Kec Brondong, Diana Printer
Kabupaten Lamongan Image
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df = (N-2) | The Level of Significane | df = (N-2) | The Level of Significane
1% 5% 1% 5%
1 0.9877 0.9969 46 0.2403 0.2845
2 0.9000 0.9500 a1 0.2377 0.2816
3 0.8054 0.8783 48 0.2353 0.2787
4 0.7293 0.8114 49 0.2329 0.2759
5 0.6694 0.7545 50 0.2306 0.2732
6 0.6215 0.7067 o1 0.2284 0.2706
7 0.5822 0.6664 52 0.2262 0.2681
8 0.5494 0.6319 53 0.2241 0.2656
9 0.5214 0.6021 o4 0.2221 0.2632
10 0.4973 0.5760 95 0.2201 0.2609
11 0.4762 0.5529 56 0.2181 0.2586
12 0.4575 0.5324 57 0.2162 0.2564
13 0.4409 0.5140 58 0.2144 0.2542
14 0.4259 0.4973 59 0.2126 0.2521
15 0.4124 0.4821 60 0.2108 0.2500
16 0.4000 0.4683 61 0.2091 0.2480
17 0.3887 0.4555 62 0.2075 0.2461
18 0.3783 0.4438 63 0.2058 0.2441
19 0.3687 0.4329 64 0.2042 0.2423
20 0.3598 0.4227 65 0.2027 0.2404
21 0.3515 0.4132 66 0.2012 0.2387
22 0.3438 0.4044 67 0.1997 0.2369
23 0.3365 0.3961 68 0.1982 0.2352
24 0.3297 0.3882 69 0.1968 0.2335
25 0.3233 0.3809 70 0.1954 0.2319
26 0.3172 0.3739 n 0.1940 0.2303
27 0.3115 0.3673 72 0.1927 0.2287
28 0.3061 0.3610 73 0.1914 0.2272
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29 0.3009 0.3550 & 0.1901 0.2257
30 0.2960 0.3494 75 0.1888 0.2242
31 0.2913 0.3440 6 0.1876 0.2227
32 0.2869 0.3388 ” 0.1864 0.2213
33 0.2826 0.3338 8 0.1852 0.2199
34 0.2785 0.3291 9 0.1841 0.2185
35 0.2746 0.3246 80 0.1829 0.2172
36 0.2709 0.3202 81 0.1818 0.2159
37 0.2673 0.3160 82 0.1807 0.2146
38 0.2638 0.3120 83 0.1796 0.2133
39 0.2605 0.3081 84 0.1786 0.2120
40 0.9573 0.3044 85 0.1775 0.2108
41 0.2542 0.3008 86 0.1765 0.2096
42 0.2512 0.2973 87 0.1755 0.2084
43 0.2483 0.2940 88 0.1745 0.2072
44 0.2455 0.2907 89 0.1735 0.2061
45 0.2429 0.2876 90 0.1726 0.2050
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Pr 0.25 0.10 0.05] 0.025 0.01 0.005 0.001
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002

1 1.00000 3.07768 631375 1270620  31.82052 63.65674 318.30884

2 0.81650 1.88562 2.91999 430265  6.96456 0.92484 | 22.32712

3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 454070 584001 |  10.21453

4 0.74070 1.53321] 2.13185 277645  3.74695 4.60409 7.17318

5 0.72669 1.47588 2.01505 257058  3.36493 4.03214 5.89343

6 0.71756 1.43976 1.04318 244691  3.14267 3.70743 5.20763

7 0.71114 1.41492 1.89458 236462 299795 3.49948 4.78529

8 0.70639 1.39682 1.85955 2306000  2.89646 3.35539 450079

9 0.70272 1.38303 1.83311 226216  2.82144 3.24984 4.29681
10 0.69981 1.37218 1.81246 222814 2.76377 3.16927 4.14370
11 0.69745 1.36343 1.79588 220009  2.71808 3.10581 4.02470
12 0.69548 1.35622 1.78229 217881  2.68100 3.05454 3.92963
13 0.69383 1.35017) 1.77093 2.16037  2.65031 3.01228 3.85198
14 0.69242 1.34503 1.76131] 214479 262449 2.97684 3.78739
15 0.69120 1.34061] 1.75305 213145 260248 2.94671 3.73283
16 0.69013 1.33676 1.74588 211991] 258349 2.92078 3.68615
17 0.68920 1.33338 1.73961 210982 256693 2.89823 3.64577
18 0.68836 1.33039 1.73406 210092 255238 2.87844 3.61048
19 0.68762 1.32773 1.72913 200302 253948 2.86093 3.57940
20 0.68695 1.32534 1.72472) 208596  2.52798 2.84534 355181
21 0.68635 1.32319 1.72074 207961 251765 2.83136 352715
22 0.68581 1.32124 1.71714 207387 250832 2.81876 3.50499
23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866  2.49987 2.80734 3.48496
24 0.68485 1.31784 1.71088 206390 249216 2.79694 3.46678
25 0.68443 1.31635 1.70814 205954 248511 2.78744 3.45019
2 0.68404 1.31497 1.70562 205553 247863 277871 3.43500
27 0.68368 1.31370 1.70329 205183 247266 2.77068 3.42103
28 0.68335 131253 1.70113 204841 246714 2.76326 3.40816
29 0.68304 131143 1.69913 204523 246202 2.75639 3.39624
20 0.68276 1.31042 1.69726 204227 245726 2.75000 3.38518
a1 0.68249 1.30946 1.69552) 2.0395] 245282 2.74404 3.37490
32 0.68223 1.30857, 1.69389 203603  2.44868 2.73848 3.36531
33 0.68200 130774 169236 203452 2.44479 2.73328 3.35634
24 0.68177 1.30695 1.69092) 203224 244115 2.72839 3.34793
35 0.68156 1.30621] 1.68957] 2.0301] 243772 2.72381 3.34005
36 0.68137 1.30551 1.68830 202809  2.43449 2.71948 3.33262
37 0.68118 1.30485 1.68709 202619 243145 2.71541 3.32563
38 0.68100 1.30423 1.68595 202439 242857 2.71156 3.31903
39 0.68083 1.30364 1.68488 202269 242584 2.70791 3.31279
40 0.68067 1.30308 1.68385 202108 242326 2.70446 3.30688
M 0.68052 1.30254 1.68288 201954  2.42080 270118 3.30127
P 0.68038 1.30204 1.68195 201808 241847 2.69807 3.29595
3 0.68024 1.30155 1.68107 201669 241625 2.69510 3.29089
44 0.68011 1.30109 1.68023 201537 241413 2.69228 3.28607
5 0.67998 1.30065 1.67943 201410 241212 2.68959 3.28148
6 0.67936 1.30023 1.67866 2012000 241019 2.68701 3.27710
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Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002
47 0.67975 1.29982 1.67793 201174  2.40835 2.68456 3.27201
48 0.67964 1.29944 1.67722 201063  2.40658 2.68220 3.26801
49 0.67953 1.29907 1.67655 2.00058  2.40489 2.67995 3.26508
50 0.67943 1.29871 1.67591 2.00856  2.40327 2.67779 3.26141
51 0.67933 1.29837 1.67528 2.00758  2.40172 2.67572 3.25789
52 0.67924 1.29805 1.67469 2.00665  2.40022 2.67373 3.25451
53 0.67915 1.29773 1.67412 200575  2.39879 2.67182 3.25127
54 0.67906 1.29743 1.67356 2.00488  2.39741 2.66998 3.24815
55 0.67898 1.29713 1.67303 2.00404  2.39608 2.66822 3.24515
56 0.67890 1.29685 1.67252 200324  2.39480 2.66651 3.24226
57 0.67882 1.29658 1.67203 200247 2.39357 2.66487 3.23948
58 0.67874 1.29632 1.67155 200172  2.39238 2.66329 3.23680
59 0.67867 1.29607 1.67109 2001000  2.39123 2.66176 3.23421
60 0.67860 1.29582 1.67065 2.00030  2.39012 2.66028 3.23171
61 0.67853 1.29558 1.67022 1.99962  2.38905 2.65886 3.22930
62 0.67847 1.29536 1.66980 1.09897  2.38801 2.65748 3.22696
63 0.67840 1.29513 1.66940 1.99834  2.38701 2.65615 3.22471
64 0.67834 1.29492 1.66901 1.99773  2.38604 2.65485 3.22253
65 0.67828 1.29471] 1.66864 199714  2.38510 2.65360 3.22041
66 0.67823 1.29451] 1.66827 1.99656  2.38419 2.65239 3.21837
67 0.67817 1.29432 1.66792 1.99601  2.38330 2.65122 3.21639
68 0.67811 1.29413 1.66757 1.99547]  2.38245 2.65008 3.21446
69 0.67806 1.29394 1.66724 1.99495  2.38161 2.64898 3.21260
70 0.67801 1.29376 1.66691] 1.99444  2.38081 2.64790 3.21079
7 0.67796 1.29359 1.66660 1.99394  2.38002 2.64686 3.20903
72 0.67791 1.29342 1.66629 1.99346  2.37926 2.64585 3.20733
73 0.67787 1.29326 1.66600 1.993000  2.37852 2.64487 3.20567
74 0.67782 1.29310 1.66571 1.99254  2.37780 2.64301 3.20406
75 0.67778 1.29294 1.66543 1992100  2.37710 2.64298 3.20249
76 0.67773 1.29279 1.66515 1.99167]  2.37642 2.64208 3.20096
77 0.67769 1.29264 1.66488 199125  2.37576 2.64120 3.19948
78 0.67765 1.29250 1.66462 1.99085  2.37511 2.64034 3.19804
79 0.67761 1.29236 1.66437 1.99045  2.37448 2.63950 3.19663
80 0.67757 1.29222 1.66412 1.99006  2.37387 2.63869 3.19526
81 0.67753 1.29209 1.66388 108069  2.37327 2.63790 3.19392
82 0.67749 1.29196 1.66365 198932  2.37269 2.63712 3.19262
83 0.67746 1.29183 1.66342 1.08806  2.37212 2.63637 3.19135
84 0.67742 1.29171 1.66320 1.08861  2.37156 2.63563 3.19011
85 0.67739 1.29159 1.66298 1.08827]  2.37102 2.63491 3.18890
86 0.67735 1.29147 1.66277 1.08793  2.37049 2.63421 3.18772
87 067732 1.29136 1.66256 108761  2.36998 2.63353 3.18657
88 0.67729 1.29125 1.66235 198729  2.36947 2.63286 3.18544
89 0.67726 1.29114 1.66216 1.98698  2.36898 2.63220 3.18434
2 0.67723 1.29103 1.66196 1.98667]  2.36850 2.63157 3.18327




Distribusi Nilai Fpe
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o =0,05 dfl=(k-1)
df2=(nk- 1) 1 2 3 4 5 6 7 8

1 161.448 | 199500 | 215707 | 224583 | 230,162 | 233.986 | 236,768 | 238,883
2 18,513 19,000 19,164 19,247 19,296 19,330 19,353 19,371
3 10,128 9,552 9,277 9,117 9,013 8,941 8,887 8,845
4 7,709 6,944 6,591 6,388 6,256 6,163 6,094 6,041
5 6,608 5,786 5,409 5,192 5,050 4,950 4,876 4818
6 5,987 5143 4757 4,534 4,387 4,284 4,207 4147
7 5501 4,737 4,347 4,120 3972 3,866 3,787 3,726
8 5318 4,459 4,066 3,838 3,687 3,581 3,500 3,438
9 5117 4,256 3,863 3,633 3,482 3374 3,293 3,230
10 4,965 4,103 3,708 3478 3,326 3217 3135 3,072
11 4,844 3,982 3,587 3,357 3,204 3,095 3,012 2,948
12 4,747 3,885 3,490 3,259 3,106 2,996 2,913 2,849
13 4,667 3,806 3411 3,179 3,025 2,915 2,832 2,767
14 4,600 3,739 3,344 3112 2,958 2,848 2,764 2,699
15 4543 3,682 3,287 3,056 2,901 2,790 2,707 2,641
16 4,494 3,634 3,239 3,007 2,852 2,741 2,657 2,591
17 4,451 3,592 3,197 2,965 2,810 2,699 2,614 2,548
18 4,414 3,555 3,160 2,928 2,773 2,661 2577 2,510
19 4381 3,522 3,127 2,895 2,740 2,628 2,544 2477
20 4351 3,493 3,098 2,866 2,711 2,599 2,514 2,447
21 4,325 3,467 3,072 2,840 2,685 2,573 2,488 2,420
22 4,301 3,443 3,049 2,817 2,661 2,549 2,464 2,397
23 4,279 3422 3,028 2,796 2,640 2,528 2,442 2,375
24 4,260 3,403 3,009 2,776 2,621 2,508 2,423 2,355
25 4,242 3,385 2,991 2,759 2,603 2,490 2,405 2,337
26 4,225 3,369 2,975 2,743 2,587 2,474 2,388 2,321
27 4,210 3,354 2,960 2,728 2572 2,459 2,373 2,305
28 4,19 3,340 2,947 2,714 2,558 2,445 2,350 2,291
29 4,183 3,328 2,934 2,701 2,545 2,432 2,346 2,278
30 4,171 3,316 2,922 2,690 2,534 2,421 2,334 2,266
31 4,160 3,305 2,911 2,679 2,523 2,400 2,323 2,255
32 4,149 3,295 2,901 2,668 2,512 2,399 2,313 2,244




159

a=0,05 dfl=(k-1)
df2=(nk- 1) 1 2 3 4 5 6 7 8
33 4,139 3,285 2,892 2,659 2,503 2,389 2,303 2,235
34 4,130 3,276 2,883 2,650 2,494 2,380 2,294 2,225
35 4,121 3,267 2,874 2,641 2,485 2,372 2,285 2,217
36 4,113 3,259 2,866 2,634 2477 2,364 2,277 2,209
37 4,105 3,252 2,859 2,626 2,470 2,356 2,270 2,201
38 4,098 3,245 2,852 2,619 2,463 2,349 2,262 2,194
39 4,001 3,238 2,845 2,612 2,456 2,342 2,255 2,187
40 4,085 3,232 2,839 2,606 2,449 2,336 2,249 2,180
1 4,079 3,226 2,833 2,600 2,443 2,330 2,243 2,174
42 4,073 3,220 2,827 2,594 2,438 2,324 2,237 2,168
43 4,067 3214 2,822 2,589 2,432 2,318 2,232 2,163
44 4,062 3,209 2,816 2,584 2,427 2,313 2,226 2,157
45 4,057 3,204 2,812 2,579 2,422 2,308 2,221 2,152
46 4,052 3,200 2,807 2,574 2417 2,304 2,216 2,147
47 4,047 3,195 2,802 2,570 2,413 2,299 2212 2,143
48 4,043 3,191 2,798 2,565 2,409 2,295 2,207 2,138
49 4,038 3,187 2,794 2,561 2,404 2,290 2,203 2,134
50 4,034 3,183 2,790 2,557 2,400 2,286 2,199 2,130
51 4,030 3,179 2,786 2,553 2,397 2,283 2,195 2,126
52 4,027 3,175 2,783 2,550 2,393 2,279 2,192 2,122
53 4,023 3172 2,779 2,546 2,389 2275 2,188 2,119
54 4,020 3,168 2,776 2,543 2,386 2272 2,185 2,115
55 4,016 3,165 2773 2,540 2,383 2,260 2,181 2,112
56 4013 3,162 2,769 2,537 2,380 2,266 2,178 2,109
57 4,010 3,159 2,766 2,534 2,377 2,263 2,175 2,106
58 4,007 3,156 2,764 2,531 2,374 2,260 2172 2,103
59 4,004 3,153 2,761 2,528 2,371 2,257 2,160 2,100
60 4,001 3,150 2,758 25525 2,368 2,254 2,167 2,097
61 3,998 3,148 2,755 2523 2,366 2,251 2,164 2,094
62 3,996 3,145 2,753 2,520 2,363 2,249 2,161 2,092
63 3,993 3,143 2,751 2,518 2,361 2,246 2,159 2,089
64 3,991 3,140 2,748 2,515 2,358 2,244 2,156 2,087
65 3,989 3,138 2,746 2513 2,356 2,242 2,154 2,084
66 3,986 3,136 2,744 2,511 2,354 2,239 2,152 2,082




160

a=0,05 dfl=(k-1)
df2=(nk- 1) 1 2 3 4 5 6 7 8
67 3,984 3,134 2,742 2,509 2,352 2,237 2,150 2,080
68 3,982 3,132 2,740 2,507 2,350 2,235 2,148 2,078
69 3,980 3,130 2,737 2,505 2,348 2,233 2,145 2,076
70 3,978 3,128 2,736 2,503 2,346 2,231 2,143 2,074
71 3,976 3,126 2,734 2,501 2,344 2,229 2,142 2,072
72 3,974 3,124 2,732 2,499 2,342 2,227 2,140 2,070
73 3,972 3,122 2,730 2,497 2,340 2,226 2,138 2,068
74 3,970 3,120 2,728 2,495 2,338 2,224 2,136 2,066
75 3,968 3,119 2,727 2,494 2,337 2,222 2,134 2,064
76 3,967 3,117 2,725 2,492 2,335 2,220 2133 2,063
77 3,965 3115 2,723 2,490 2,333 2219 2,131 2,061
78 3,963 3,114 2,722 2,489 2,332 2217 2,129 2,059
79 3,962 3,112 2,720 2,487 2,330 2,216 2,128 2,058
80 3,960 3111 2,719 2,486 2,329 2,214 2,126 2,056
81 3,959 3,109 2,717 2,484 2,327 2,213 2,125 2,055
82 3,957 3,108 2,716 2,483 2,326 2211 2,123 2,053
83 3,956 3,107 2,715 2,482 2,324 2,210 2,122 2,052
84 3,955 3,105 2,713 2,480 2,323 2,209 2121 2,051
85 3,953 3,104 2,712 2,479 2,322 2,207 2,119 2,049
86 3,952 3,103 2,711 2,478 2,321 2,206 2,118 2,048
87 3,951 3,101 2,709 2,476 2,319 2,205 2,117 2,047
88 3,949 3,100 2,708 2475 2,318 2,203 2,115 2,045
89 3,948 3,099 2,707 2,474 2,317 2,202 2,114 2,044
BN 3,947 3,098 2,706 2473 2,316 2,201 2,113 2,043
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